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PEMERINTAH DESA

A. Pendahuluan

Istilah desa sangat lekat di telinga kitagrika kita menyebut istilah desa maka kita
akan membayangkan suatu wilayah y—ang terdiri dari sekumpulan masyarakat
yang saling berinteraksi dengan adat dan istiadatnya. Masyarakat hidup dengan
kesederhanaannya. Masyarakat hidup dengan berdamai dengan lingkungannya.
Masyarakat desa memiliki kearifan terhadap lingkungan dan alam sekitarnya.

Masyarakat saling bahu membahu menyelenggarakan urusan mereka dalam
banyak hal. Hidup rukun saling membantu, gotong royong untuk keperluan
anggota masyarakat desanya. Ketika terdapat pendudukn yang memiliki hajatan,
maka masyarakat saling bahu membahu memasak, memasang tenda dan
menyelenggarakan hajatan dengan guyup dan rukun dengan segenap kearifan
mereka. Masyarakat desa bertahan hidup dengan situasi dan kondisi yang ada
pada lingkungan mereka.

Banyak desa yang memiliki sarana dan prasarana yang terbatas bahkan
cenderung kurang memadai. Desa memiliki wilayah yang banyak terdapat di
pelosok. Wilayah ini jauh dari perkotaan. Sarana transportasi masih banyak yang
belum baik. Masyarakat belum sepenuhnya memiliki infrastruktur yang memadai.
Sarana pendidikan yang kurang, sarana kesehatan yang kurang sarana
penerangan juga kurang memadai bahkan ada sebagai desa yang belum teraliri
listrik. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan bagi kita semua. Untuk itu harus
ada pengelolaan desa yang baik. Pengelolaan desa yang baik perlu kehadiran
pemerintah. Pemerintah hadir dengan mendirikan pemerintahan desa.

Pemerintahan desa hadir di tengah-tengah masyarakat desa untuk mengatasi
berbagai masalah yang dihadapi masyarakat desa. Pemerintah desa hadir dengan
tujuan untuk membantu masyarakat desa mengentaskan berbagai permasalahan,
ketertinggalan dan sebutan lain yang melekat pada masayarakat desa. Pemerintah
desa merumuskan perencanaan pembangunan. Pemerintah desa bersama-sama
masyarakat desa melaksanakan kegiatan pembangunan desa untuk memajukan
dan mensejahterakan masyarakt desanya.

Kehadiran pemerintah desa menjadi sangat penting bagi masyarakat desa pada
saat ini. Masyarakat desa membutuhkan pemerintahan desa yang partisipatif,
efektif, transparan, dan akuntabel. Pemerintah desa harus memperhatikan aspirasi
mayarakat desanya, melaksanakan pembangunan bersama masyarakat desanya,




dan mengelola sumberdaya yang dimiliki desanya dengan penuh tanggungjawab,
jujur, transparan dan akuntabel.

Pemerintah desa harus memiliki sistem perencanaan pembangunan yang
sistematis, terukur dan terencana dengan baik. Perencanaan berbasis kebutuhan
masyarakat desa. Pemerintah desa mampu menyusun anggaran yang sesuai
perencanaan. Selain itu pemerintah desa juga harus mampu mengelola berbagai
bentuk sumberdaya yang berada pada lingkungan desanya serta harta kekayaan
yang sudah dimilikinya. Pemerintah desa juga dituntut mampu menyusun berbagai
bentuk laporan sebagai wujud akuntabilitasnya.

B. Pengertian Desa dan Desa Adat

Istilah desa sering kita dengar dan sangat akrab di telinga kita semua. Banyak dari
kita dilahirkan atau berasal dari desa. Istilah desa memiliki sebutan lain dibanyak
daerah lain di negeri kita. Sebutan desa tersebut seperti dusun dan marga di
Sumatera Selatan, dusu dati di Maluku, kuta, uta atau huta di Batak, nagari di
Minangkabau dan gampong dan meunasah di Aceh. Demikian banyaknya istilah
atau sebutan bagi desa. Untuk itu, kita pertama harus memahami istilah desa dari
berbagai perspektif agar kita dapat memahaminya dengan lebih baik.

Pengertian desa menurut perkataan (arti kata) berasal dari bahasa sanskrit
(sansekerta) yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran (Kartohadikusumo,
1984). Selain itu mennurut Geertz dalam Suhartono 2, desa merupakan sebutan
lawan dari negara ( nagara, nagari, negero). Desa memiliki arti “daerah” atau
“daerah yang diperintah.”

Desa memiliki pengertian yang sangat beragam, untuk itu dapat dilihat dari
beberapa sudut pandang yaitu sudut pandang umum, sudut pandang ekonomi,
sosiologis dan sudut pandang hukum politik.

Secara umum masyarakat memhami desa sebagai tempat dimana orang atau
masyarakat pad aumumnya atau penduduk bermukim yang memiliki peradaban
yang lebih terbelakang dibandingkan dengan kota. Desa dicirikan dengan
pemakaian bahasa tertentu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif lebrendah,
mata pencaharian yang umumnya dari sektor pertanian, bahkan terdapat kesan
yang kuat bahwa desa dipandang sebagai tempat bermukimnya para petani.

Dalam lfggnus Besar Bahasa Indonesia  yang dikutip Suhartono disebutkan
bahwa desa adalaﬂl] sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan;
(@mpung; dusun (2) Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan
kota); (3)tempat;tanah;daerah. Secara umum pengertian desa menurut orang
awam selalau kontras dengan pemahaman mengenai kota yang menunjukkan
beberapa ciri; pertama, bahwa desa merupakan suatu lokasi pemukiman di luar
kota - sekaligus bukan kota. Kedua, desa adalah suatu komunitas yang homogen.




Ketiga, desa menunjukkan suatu sifat dari lokasi sebagai akibat dari posisinya yang
berada di pedalaman.

Desa dalam pengertian sosiologis, digambarkan sebagai suau bentu kesatuan
masyarakat atau komunitas penduduk yang bertepat tinggal dalam suatu
lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif
homogen serta banyak bergantung pada alam (Suhartono, 2000).

Desa dalam pengertian ekonomi lebih menekankan sisi produksi, melihat desa
sebagai komunitas masyarakat yang memiliki model produksi yang khas
(Suhartono, 2000).

Desa memiliki arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu
kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar di bidang sosial
ekonomi. Desa biasanya terdiri dari rumah tangga petani dengan kegiatan
produksi, konsumsi dan investasi sebagai hasil keputusan keluarga secara
bersama. Hayami-kikuchi

Sementara itu pengertian desa secara hukum adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pengertian desa menurut Hazairin daggn bukunya kusnardi menyatakan: desa
adalah masyarakat hukum artinya kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang
mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu
mempunyai kesattuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup
berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semu anggotanya (Kusnardi,
1988).

Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis
mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial
yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa
berdasarkan hal asal-usul. Masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga
prinsip dasar (Hamzah, 2015) yaitu:

1. Genealogis

2. Teritorial

3. Gabungan antara genealogis dan teritorial

Genealogis, hubungan kekerabatan sehingga terbentuk persekutuan hukum
genealogis atau seketurunan. Teritorial, hubungan yang tinggal saling berdekatan
sehingga membentuk persekutuan hukum teritorial. Gabungan antara genealogis
dan teritorial berarti gabunga antaggzkedua faktor tersebut. Undang-undang nomor
6 tahun 2014 mendefinisikan desa adat sebagai gabungan antara genealogis dengan
teritorial.




C. Pemerintah Desa

Berikut beberapa pengertian pemerintah menurut Para Ahli yang yang

disebutkan oleh Aris Kurniawan (Kurniawan, 2016) dalam offical webnya sebagai
berikut:

1.

Suradinata, Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuatan besar di
negeri ini, termasuk urusan publik, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam
rangka mencapai tujuan negara.

H Muhammad Rohidin Pranadjaja, Dalam bukunya yang berjudul
“Hubungan antara instansi pemerintah”, gagasan Pemerintah menjelaskan
bahwa “Istilah ini berasal dari Pemerintah kata perintah, yang berarti kata-
kata yang bermaksud disuruh melakukan sesuatu, sesuatu harus
dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat dihapus atau
memberi perintah “.

M. Kusnardi, mengedepankan gagasan pemerintah sebagai yng peduli
dibuat oleh negara untuk mengatur kesejahteraan rakyat atau warga dan
kepentingan rakyatnya dan untuk melaksanakan dan melakukan tugas
eksekutif, legislatif dan yudikatif.

W.S. Saire, Menjelaskan bahwa pemerintah dalam definisi terbaik adalah
organisasi negara-negara yang muncul dan berjalan kekuasaan. Sementara
Merriam pemberitahuan tujuan pemerintah yang mencakup keamanan
eksternal, agar intern, keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan kebebasan.
Wilson, Pemerintah adalah kekuatan pengorganisasian, tidak selalu
dikaitkan dengan organisasi angkatan bersenjata, tapi dua atau
sekelompok orang dari berbagai kelompok masyarakat yang
diselenggarakan oleh sebuah organisasi untuk mewujudkan tujuan dan
sasaran dengan mereka, dengan hal-hal yang memberikan perhatian
urusan publik publik.

Ndraha, Pemerintah adalah semua peralatan di negara atau negara lembaga
yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian,
pemerintah adalah sekelompok otoritas individu yangmempunyai untuk
melaksanakan kekuasaan atau sekelompokindividu yang memiliki dan
melaksanakan otoritas yang sah dan melindungiserta peningkatan melalui
penerapan tindakan dan keputusan pemerintah yang dibuat berdasarkan
hukum atau tidak.

Haryanto, menunjukkan bahwa sistem ini struktur pemerintahan
fungsional dan organisasi dari berbagai fungsi yang dijalankan pada
tertentu yang mendasar dalam mencapai tujuan negara.

Menurut Apter, Pemerintah yang merupakan anggota yang paling umum
memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara sistem yang mencakup
rentang tersebut, itu adalah bagian dan monopoli praktis kekuasaan
koersif. Pemerintah  memiliki (a) tanggung jawab khusus untuk




memelihara sistem; (b) monopoli praktis kekuasaan koersif.

9. R. Mac. Iver, pengertian pemerintah sebagai organisasi orang-orang yang
memiliki kekuasaan, bagaimana orang bisa diatur.

10.J. S. T. Simorangkir, mengedepankan gagasan pemerintah sebagai sarana
tugas dan fungsi pemerintah negara bagian.

11.Affan, Pemerintah adalah kegiatan terorganisir orang / warga di wilayah
negara berdasarkan atas dasar kedaulatan negara dan bersumber untuk
mencapai tujuan dari orang / warga di daerah itu sendiri.

Dari berbagai pengertian pemerintah diatas dapat disimpulkan pengertian

pemerintah adalah
Suatu organisasi yang didirikan untuk melaksanakan tujuan tertentu

pemerintahan

diartikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-
kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta
pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.




Secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut (Syafiie, 2007):

a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti di dalamnya
terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang
diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.

b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah. Yang berarti badan
yang melakukan pengelolaan kekuasaan untuk memerintah.

c. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan,
cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.
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Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh

Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan

Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya

menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya

termasuk legislatif dan yudikatif.

Pemerintah Desa merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa
(Saparin, 2009). Pemerintah desa diselengarakan di bawah pimpinan seorang
kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili
masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang
bersangkutan”.
Pengertian Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor
25 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan gffgta Kerja
Pemerintah Desa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa
dan Perangkat Desa.
Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemeritah desa yang mempunyai
tugas pokok antara lain pertama, melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan
pemerintah umum, membangun dan membina masyarakat, kedua menjalankan
tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten
(Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemeringghan Desa, 2011).
Sedangkan pengertian Pemerintah Desa menurut Undang-undang nomor 6
tahun 2014 tentang desa dan Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang
desa yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalgly penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah desa adalah Kepala Desa
atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.
Peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2015 revisi atas PP nomor 43 tahun
2014 menyatakan pemerintahan desa adalah penyelenggaran urusan




pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara kesatuan Republik Indonesia. Sedang Pemerintah desa adalah kepala desa
atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.

D. Kedudukan Desa Dalam Perspektif Hukum

Kedudukan desa dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Secara umum
pembagiannya dapat kami kelompokkan antara sebelum kemerdekaan dengan
setelah kemerdekaan. Hal ini perlu kami sampaikan agar kita dapat memahami
kedudukan desa dengan baik dan memahami dari sisi hukum dan perjalanan
waktu (kesejarahan).

Pada zaman sebelum kemerdekaan atau zaman kolonial, keberadaan desa atau
pemerintah desa dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang dimaksud adalah
desa swapraja dan volksgemeenschappen. Desa swapraja adalah desa yang
menjadi bagian pmerintahan penjajahan berdasarkan suatu perjanjian. Sedang
desa dengan sebutan volksgemeenschappen adalah desa yang disebut dengan
istilah lain sebagai desa, nagari, marga, kampong, gampong, kampuang, huta,
negeri dsb. Selain itu pengaturan desa pada zaman kolonial juga dibagi menjadi
dua yaitu (Aan Eko Widiarto, 2014)

1. Desayang berada di pulau jawa dan

2. Desayangberada diluar pulaujawa.

Setelah kemerdekaan, keberadaan dan kedudukan desa dan atau pemerintah
desa diatur melalui berbagai undang-undang yang saling menggantikan seiring
berlalunya waktu. Berikut secara berurutan kggpi sampaikan kedudukan atau
keberadaan desa atau pemerintah desa menurut undang-undang yang berlaku:

1. Undang-undang nomor 19 tahun 1965 tentang desa praja, pada undang-
undang ini dggy ditingkatkan menjadi daerah tingkat III, hal ini
mencerminkan tata perdesaan yang lebih dinamis dan penuh daya gunan
dalam rangka menyelesaikan revolusi nasional yang demokratis dan
pembangunan semesta.

2. Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintah desa, desa
diseragmkan bentuknya di seluruh Indonesia yang berakibat matinya
karaktgpiytik yang dimiliki oleh desa-desa yang ada. Desa menjadi seragam
dalam bentuk dan susunan pemerintah desa memiliki nasional.

3. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah,
pemerintah desa dan segala hal terkait dengan desa terkesan hanya
merupakan bagian kecil dari pemerintah daerah. Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional




ghn berada di daerah kabupaten.

4. phydang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, desa
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wiayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul, dan adat istiadat setempat yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repunlik
Indonesia

5. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

E. Asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Otonomi daerah pada saat ini tidak hanya sampai pada tingkat pemerintah daerah
namun telah berkembang hingga pemerintahan yang lebih rendah yaitu
pemerintah desa. Hal ini tentu saja sangat baik dan perlu kita sambut dengan baik
pula. Namun demikian mengingat mekanisme atau tata kelola pemerintah desa
dalam berbagai aspek yang tentu saja memerlukan keahlian atau komptensi dan
kapasitas berbagai sumberdaya maka pemerintah desa membutuhkan pengelolaan
sumberdaya yang dimiliki dengan baik dan memadai.

Aspek tatakelola pemerintah desa meliputi pengelolaan berbagai sumberdaya.
Sumberdaya yang yang dikelola oleh pemerintah desa minimal antar lain meliputi :
1. Sumberdaya manusia

2. Sumberdaya aset

3. Sumberdaya keuangan

Pemerintah desa dituntut oleh berbagai peraturan yang ada untuk mampu
mengelola seluruh sumberdaya yang ada tersebut dengan baik dan benar dengan
menerapkan asas pemerintahan yang baik, ggyrsih, transparan, dan akuntabel atau
dengan kata lain harus memenuhi amanah undang-undang nomor 28 tahun 1999
tentan penyelenggaraan Negara yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme serta
berbagai peraturan terkait lainnya.

Amanah tersebut berupa asas
@yelenggaraan Negara yaitu:
1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;




4. Asas Keterbukaan;

5. Asas Proporsionalitas;

6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.

Selai menggunakan dan menerapkan asas pemerintahan yang baik maka
pemerintah desa juga harus memperhatikan prinsip-prinsip pemeritahan atau tata
kelola pemerintah yang baik. Hal ini juga sejalan dengan prinsip good corporate
governance yang dicanangkan oleh UNDP meliputi:

Wawasan ke Depan (visionary)

Keterbukaan dan Transparans (openness and transparency)

Partisipasi Masyarakat (participation);

Tanggung Gugat (accountability);

Supremasi Hukum (rule of law);

Demokrasi (democracy);

Profesionalisme dan Kompetensi (profesionalism and competency);

Daya Tanggap (responsiveness);

NN e W e

Keefisienan dan Keefektifan (efficiency and effectiveness);

10. Desentralisasi (decentralization);

11.Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (private Sector and
civil society partnership);

12.Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (commitment to reduce Inequality);

13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (commitment to environmental protection);

14. Komitmen Pasar yang Fair (commitment to Fair Market);

Ke-empat belas pgpsip good governancejika dikaitkan dengan tata kelola

pemerintahan maka secara singkat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tata pemerintahan yang berwawasan ke depan (visi strategis), Semua kegiatan
pemerintah di berbagai bidang dan tingkatan seharusnya didasarkan pada visi
dan misi yang jelas dan jangka waktu pencapaiannya serta dilengkapi strategi
implementasi yang tepat sasaran, manfaat dan berkesinambungan.

2. Tata pemerintahan yang bersifat terbuka (transparan), Wujud nyata prinsip
tersebut antara lain dapat dilihat apabila masyarakat mempunyai kemudahan
untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan,
program, dan kegiatan aparatur pemerintah, baik yang dilaksanakan di tingkat
pusat maupun daerah.

3. Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat, Masyarakat yang
berkepentingan ikut serta dalam proses perumusan dan/atau pengambilan
keputusan atas kebijakan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat,
sehingga keterlibatan masyarakat sangat diperlukan pada setiap pengambilan
kebijakan yang menyangkut masyarakat luas.




4. Tata pemerintahan yang bertanggung jawab/ bertanggung gugat (akuntabel),
Instansi pemerintah dan para aparaturnya harus dapat
mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan,
program, dan kegiatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan.

5. Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, Wujud nyata prinsip
ini mencakup upaya penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM,
peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum, serta
pengembangan budaya hukum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan
menggunakan aturan dan prosedur yang terbuka dan jelas, serta tidak tunduk
pada manipulasi politik.

6. Tata  pemerintahan yang  demokratis dan  berorientasi pada
konsensus, Perumusan kebijakan pembangunan baik di pusat maupun daerah
dilakukan melalui mekanisme demokrasi, dan tidak ditentukan sendiri oleh
eksekutif. Keputusan-keputusan yang diambil antara lembaga eksekutif dan
legislatif harus didasarkan pada konsensus agar setiap kebijakan publik yang
diambil benar-benar merupakan keputusan bersama.

7. Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi, Wujud
nyata dari prinsip profesionalisme dan kompetensi dapat dilihat dari upaya
penilaian kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan
dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada, dan dari upaya perbaikan
atau peningkatan kualitas sumber daya manusia.

8. Tata pemerintahan yang cepat tanggap (responsif), Aparat pemerintahan harus
cepat tanggap terhadap perubahan situasi/kondisi mengakomodasi aspirasi
masyarakat, serta mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah
yang dihadapi masyarakat.

9. Tata pemerintahan yang menggunakan struktur & sumber daya secara efisien
& efektif, Pemerintah baik pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus
selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perbaikan struktural
sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali struktur
kelembagaan secara keseluruhan, menyusun jabatan dan fungsi yang lebih
tepat, serta selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan
memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien dan
efektif.

10.Tata pemerintahan yang terdesentralisasi, Pendelegasian tugas dan
kewenangan pusat kepada semua tingkatan aparat sehingga dapat
mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memberikan keleluasaan
yang cukup untuk mengelola pelayanan publik dan menyukseskan
pembangunan di pusat maupun di daerah.

11.Tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan dunia usaha swasta
dan masyarakat, Pembangunan masyarakat madani melalui peningkatan peran
serta masyarakat dan sektor swasta harus diberdayakan melalui pembentukan




kerjasama atau kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Hambatan birokrasi yang menjadi rintangan terbentuknya kemitraan yang
setara harus segera diatasi dengan perbaikan sistem pelayanan kepada
masyarakat dan sektor swasta serta penyelenggaraan pelayanan terpadu.

12.Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan,
Pengurangan kesenjangan dalam berbagai bidang baik antara pusat dan daerah
maupun antardaerah secara adil dan proporsional merupakan wujud nyata
prinsip pengurangan kesenjangan. Hal ini juga mencakup upaya menciptakan
kesetaraan dalam hukum (equity of the law) serta mereduksi berbagai
perlakuan diskriminatif yang menciptakan kesenjangan antara laki-laki dan
perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

13.Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup, Daya
dukung lingkungan semakin menurun akibat pemanfaatan yang tidak
terkendali. Kewajiban penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan
secara konsekuen, penegakan hukum lingkungan secara konsisten, pengaktifan
lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan, serta pengelolaan sumber
daya alam secara lestari merupakan contoh perwujudan komitmen pada
lingkungan hidup.

14.Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar, Pengalaman telah
membuktikan bahwa campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi
seringkali berlebihan sehingga akhirnya membebani anggaran belanja dan
bahkan merusak pasar. Upaya pengaitan kegiatan ekonomi masyarakat dengan
pasar baik di dalam daerah maupun antar daerah merupakan contoh wujud
nyata komitmen pada pasar.

Dalam menjalankan roda pemerintahan desa maka proses pengaturan pengaturan
desgjberasaskan :

a. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul

b. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan
keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;

c. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang
berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai
bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

d. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan
prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur
masyarakat Desa dalam membangun Desa

e. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun
Desa

f. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu
kesatuan keluarga besar masyarakat Desa

g. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut
kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang
berkepentingan




h. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem

pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan
masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin

Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan
masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi
kebutuhannya dengan kemampuan sendiri

Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;

Kesetaraan, kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai
dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa

Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi,
terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan
program pembangunan Desa;

Pemerintah desa perlu pengaturan dan pengelolan yang baik, benar dan amanh.

Hal ini penting agar jalannya roda pemerintahan desa sejalan dengan tujuan
nasional pemerintah. Secara umum pengaturan desa dimaksudkan agar:

d.

memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada
dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh
rakyat Indonesia;

melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;

c. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk

g.

h.

pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif,
terbuka, serta bertanggung jawab;

meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna
mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan
masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian
dari ketahanan nasional;

memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan
pembangunan nasional; dan

memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa, menurut

pemerintah desa mempunyai tugas pokok (Nurcholis, 2011):

a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum,

membangun dan membina masyarakat.




b. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten
Dari rumusan tugas pokok tersebut diatas maka lahirlah fungsi pemerintah desa.
Fungsi pemerintah desa merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan
dalam interaksi antar individu didalam situasi sosial suatu kelompok
masyarakat (Riva'i, 2004). Adapun fungsi pemerintah desa secara operasional
dapat dibedakan dalam fungsi pokok, yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi Instruktif, Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah.
Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa,
bagaimana, bilamana, dan dimana pemerintah itu dikerjakan agar
keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.

b. Fungsi Konsultatif, Fungsi ini digunakan sebagai komunikasi dua arah. Hal
tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang
memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin perlu konsultasi dengan
masayarakat-masyarakat yang di pimpinnya.

c. Fungsi Partisipasi, Dalam menjalankan figggsi ini pemerintah desa
berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan
mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak
berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan
terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas
pokok orang lain.

d. Fungsi Delegasi, Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan
pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik melalui
persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah. Fungsi delegasi ini
pada dasarnya berarti kepercayaan.

e. Fungsi  Pengendalian, Fungsi pengendalian berasumsi bahwa
kepemimpinan yang efektif harus mampu mengantar aktivitas anggotanya
secara terarah dan dalam. Koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan
tercapainya tujuan bersama secara maksimal dalam melaksanakan fungsi
pengendalian pemimpin dapat mewujudkannya melalui kegiatan
bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan.

F. Penataan Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedudukan Desa berada pada wilayah Kabupaten atau Kota. mkipun secara
umum desa berkedudukan pada suatu wilayah Kabupaten. Jenis desa terdiri atas




Desa dan Desa Adat. Penyebutan Desa atau Desa Adat disesuaikan dengan
penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Hal tentunya untuk gggmberikan dan
apresiasi atas kearifan lokal yang ada dan berkembang pada suatu desa.

Desa  dibentuk atas  prakarsa  masyarakat  dengan memperhatikan
asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa
tersebut harus memenuhi syarat:

jumlah penduduk;

luas wilayah;

bagian wilayah kerja;

perangkat; dan

e W

sarana dan prasarana pemerintahan

Pembentukan desa dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Berbagai
macam cara tersebut antara lain dapat berupa pembentukan dengan mekanisme
sebggai berikut:

1. penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan;

2. pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih;

3. pembentukan desa diluar desa yang telah ada

Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih dapat dilakukan
setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan
desa. Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi
persyaratan dapat dihapus atau digabung. Dalam wilayah desa dapat dibentuk
Dusun atau sebutan lain yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan
desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Sebutan bagian wilayah kerja
pemerintahan desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat
setempat yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Penghapusan dan
Penggabungan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota wajib
mengakui dan menghormati hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya
masyarakat setempat.

Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan
berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan
saran dan pendapat masyarakat setempat. Perubahan status desa menjadi
kelurahan memperhatikan persyaratan:

a. luas wilayah;

b. jumlah penduduk;

c. prasarana dan sarana pemerintahan;

d. potensi ekonomi; dan

e. kondisi sosial budaya masyarakat.




Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
dapat melakukan penataan Desa. Penataan berdasarkan hasil evaluasi tingkat
perkembangan Pemerintahan @esa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Penataan bertujuan:

1. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

2. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;

4. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
5. meningkatkan daya saing Desa

Sesuai dengan fungsi atau tujuan dari penataan desa maka penataan desa harus
tertib dan terukur. Penataan Desa harus dilaksanakan dengan hati-hati dan
(#rencana dengan baik. Penataan desa meliputi ruang lingkup berikut:
pembentukan;

penghapusan;

penggabungan;

perubahan status; dan
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penetapan Desa

Agar penataan desa dilakukan dengan baik dan benar serta terarah maka unsur
atau komponen dari ruang lingkup penataan desa harus dapat dipahami dengan
baik. Berikut penjelasan dari masing-masing aspek penataan desa yang dapat
dilakukan oleh segenap pemerintah:

a. Pembentukan Desa

Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang
ada. Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
dengan mempertimbangkan :

prakarsa masyarakat Desa,

asal usul,

adat istiadat,

kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta
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kemampuan dan potensi Desa.

Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan
dan jumlah penduduk, yaitu:
1. wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua
ratus) kepala keluarga;
2. wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala
keluarga;
3. wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan
ratus) kepala keluarga;
4. wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu)




jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;

5. wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa
atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;

6. wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo,
dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400
(empat ratus) kepala keluarga;

7. wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan
Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300
(tiga ratus) kepala keluarga;

8. wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit
1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan

9. wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau
100 (seratus) kepala keluarga.

Wilayah kerja diharapkan yang memiliki akses transportasi antar wilayah. Aspek
sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai
dengan adat istiadat Desa. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung. Batas wilayah Desa
yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan
Bupati/ Walikota. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan
publik. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya
bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang
disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat
Desa. Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan. Desa persiapan
merupakan bagian dari wilayah Desa induk. Desa persiapan dapat ditingkatkan
statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
Peningkatan status dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

b. Penghapusan Desa
Suatu desa didirikan atau dibentuk tentunya memiliki tujuan yang baik dan mulia.
Namun demikian suatu desa dapat saja karena satu dan lain hal dihapuskan.
Beberapa aspek atau faktor yang menyebabkan suatu Desa dapat dihapus antara
lain disebabkan beberapa faktor berikut:
1. Bencana alam dan/atau
Suatu desa dapat dihapus karena adanya faktor dilgfgy kendali manusia.
Faktor diluar kendali manusia tersebut antara lain faktor alam misalnya
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lain sebagainya.
2. Kepentingan program nasional yang strategis.
Pemerintah terkadang memiliki program nasional yang strategis yang




menyebabkan suatu desa terpaksa harus direlakan dihapus. Mengingat
urgensi dan nilai strategis suatu program tersebut masyarakat desa dan
segenap komponen terpaksa harus dihapus. Program pemerintah yang
strategis tentunya memiliki tujuan nasional yang lebih besar dan
kepntingan nasional yang lebih besar, misalnya program bedol desa,
program kerjasama pertahan dan kemanan dengan pembentukan pangkal
militer yang mengharuskan pendudukan dipindahkan, dan berbagai
program pemerintah strategis lainnya.

c¢. Penggabungan Desa

Suatu desa dapat saja digabungkan dengan desa yang lain. Tentunya hal ini
dilandasi oleh niat baik dan tujuan mulia dari kedua atau beberapa desa yang akan
bergabung menjadi suatu desa tersebut. Segenap permasalahan yang menghadang
untuk penggabungan harus dibicarakan terlebih dahulu oleh berbagai pihak yang
terkait terutama desa yang akan bergabung tersebut. Dua Desa atau lebih yang
berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa
yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam
Undang-Undang.

d. Perubahan status

Suatu desa dapat mengalami perubahan status desa yang glisandangnya. Potensi
atau kemungkinan perubahan status suatu desa antara lain meliputi:

a. Desaberubah statusnya menjadi kelurahan

b. Kelurahan berubah statusnya menjadi desa

c¢. Desaadat berubah statusnya menjadi desa

d. Desaberubah statusnya menjadi desa adat

Desa yang Dberubah menjadi Kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi
dari pegawai negeri sipil. Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status
desa menjadi kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota wajib mengakui dan menghormati hak asal-usul, adat istiadat
desa dan sosial budaya masyarakat setempat. Desa yang berubah statusnya
menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh
kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

(gndanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Hal
ini merupakan konsekuensi yang wajar karena desa berubah statusnya menjadi
Kelurahan, sementara kelurahan merupakan bagian dari satuan kerja perangkat
daerah suatu pemerintah daerah baik kabupaten atau kota.




e. Penetapan Desa

Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa
menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa ditetapkan dalam Peraturan
Daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan,
penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau
kelurahan menjadi Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama
Bupati/Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan kepada
Gubernur.

Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan,
penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan
atau kelurahan menjadi Desa berdasarkan urgensi, kepentingan nasional,
kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan
perundang—undan Gubernur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling lama 20 (dua
puluh) hari setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah.

Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan dan penetapan
menjadi Peraturan Daerah paling lama 20 (dua puluh) hari.

Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Rancangan
Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan
tidak dapat diajukan kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh
Gubernur.

Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan
penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 15
dalam jangka waktu Bupati/Walikota dapat mengesahkan Rancangan Peraturan
Daerah tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam Lembaran
Daerah.

Dalam hal Bupati/Walikota tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang
telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka
waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan
berlaku dengan sendirinya.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan, penghapusan,
penggabungan, dan perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan
menjadi Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan
kode Desa dari Menteri. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota disertai lampiran peta
batas wilayah Desa.




G. Kewenangan Desa

Desa memiliki sumberdaya yang harus dikelola dengan baik. Desa tentunya

dengan segenap pemerintahan desanya memiliki berbagai kewenangan untuk

mengelola pemerintahan desa dan sumberdaya yang dimilikinya. Pengertian
kewenangan adalah (@gpdagri, 2010)
1. Hak seorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar
tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik,

2. Kekuasaan atau hak yang diperoleh berdasarkan pelimpahan atau

pemberian,

3. Kekuasaan untuk mempertimbangkan/menilai, melakukan tindakan, atau

memerintah secara sah

Agar dapat memahami dengan baik mengenai kewenangan desa (dengan segenap

pemerintaha desanya) kami sampaikan perkembangan pengertian kewenangan

desa. Berikut urut urutan perkembangan kewenangan yang dimiliki desa dari

beberapa generasi peraturan yang mengatur:

1. Undang-undang nomor 19 tahun 1965 tentag desa praja:

d.

Urusan Rumah Tangga Desa (Sesuai Hak Asal Usul Desa)

2. Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintah desa:

d.

b.

Urusan Rumah Tangga Desa (Sesuai Hak Asal Usul Dan Adat Istiadat
Desa).

Urusan Pemerintahan Umum (Termasuk Pembinaan Ketenteraman
& Ketertiban)

3. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan

Peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2001:

a.
b.

C.

Kewenangan yang sudah ada berdasarkan Hak Asal Usul Desa.
Kewenangan yang oleh Peraturan Per-undang-undangan yang
berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah Dan Pemerintah.

Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Provinsi, Dan Kabupaten.

4. Undang-undang nomor 32 tahun 2005 tentang pemerintah daerah dan

Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005:

a.
b.

Kewenangan yang sudah ada berdasarkan Hak Asal Usul Desa.
Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Diserahkan Pengaturannya
Kepada Desa.

Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Provinsi, Dan Kabupaten/Kota.
Urusan Pemerintahan Lainnya Yang oleh Peraturan-perundangan
diserahkan kepada desa
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Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan
pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang desa dan peraturan menteri
dalam negeri nomor 1 tahun 2015 tentang hak asal usul. Urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul

d.

desa;

Kewenangan lokal berskala Desa;

Urusan

pemerintahan yang menjadi
kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;

Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-
undangan diserahkan kepada desa.

Kewenangan Desa
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Penjelasan rinci masing-masing urusan dari kewenangan yang dimiliki oleh
pemerintah desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan peraturan
pemerintah nomor 43 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asalusul desa

Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa, pasal 7 kewenangan desa,

urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa, mencakup  Urusan
pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. Yang dimaksud
dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa adalah hak untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuamngan asal usul,
adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

Sedangkan menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2015
kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau
mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan
kehidupan masyarakat.

Jenis urusan ini sebenarnya yang merupakan urusan rumah tangga desa sesuai
tradisi dan adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat desa setempat.
Urusan-urusan yang yang memiliki karakteristik sbb:

1. Secara tradisional berdasarkan adat setempat menjadi urusan rumah tangga
desa;

2. Dalam menyelenggarakannya (mengatur dan mengurus), desa mempunyai
kedudukan dan peranan desisif (penetapan keputusan) dan responsibel
(bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan rumah tangganya);

3. Tidak atau belum diambil alih atau dijadikan urusan instansi pemerintah yang
lebih tinggi;

4. Tidak dilarang oleh ketentuan resmi yang berlaku dan lebih tinggi;

5. Berada dalam batas-batas kemampuan desa (untuk menyelengga-rakannya).

6. Perlu dilakukan guna menunjang, melanjutkan, atau dalam rangka penggunaan
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang lebih atas;

7. Bersifat mendesak, darurat, dan seperti itu, kendatipun secara hukum atau
administrasi, urusan itu adalah urusan instansi yang lebih atas, guna
keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat desa yang bersangkutan.

Contoh Kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa atau hak untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat
yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
seperti:

1. subak,

2. jogoboyo,
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jogotiro,
sasi,
mapalus,
kaolotan,
kajaroan,
dan lain-lain.

Pemerintah daerah mengidentifikasikasi jenis kewenangan berdasarkan hak asal-

usul dan mengembalikan kewenangan tersebut, yang ditetapkan dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Kota.

Ruang lingkup kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa meliputi:

1.

7.
8.
9.

sistem organisasi perangkat desa

. sistem organisasi masyarakat adat

2
3. pembinaan kelembagaan masyarakat
4,
5
6

pembinaan lembaga dan hukum adat

. pengelolaan tanah kas desa
. pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa yang menggunakan sebutan

setempat

pengelolaan tanah bengkok
pengelolaan tanah pecatu
pengelolaan tanah titisara dan

10. pengembangan peran masyarakat desa

Kewenangan desa berdasarkan hal asal-usul desa adat meliputi:

NS W

b.

penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat
pranata hukum adat

pemilikan hak tradisional

pengelolaan tanah kas desa adat

pengelolaan tanah ulayat

kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat

pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat dan
masa jabatan kepala desa adat.

Urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan lokal berskala Desa;

Kriteria kewenangan lokal berskala desa meliputi:

1.

kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan
masyarakat

kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam
wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa
kewenangan yang berkaiatan dengan kebutuhan dan kepenitngan sehari-hari
masyarakat desa




4. kegiatan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa

5. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa

6. kewenangan lokal berskala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi,
dan pemerintah kabupaten/kota.

Kewenangan Igigal berskala desa dibagi menjadi beberapa bidang. Masing-masing
bidang antara sebagai berikut:

a. kewenangan bidang pemerintahan desa;

b. kewenagan bidang pembangunan desa;

c. kewenangan bidang kemasyarakatan desa; dan

d. kewenangan bidang pemberdayaan masyarakat desa

Penjelasan rinci masing-masing kewenangan desa berdasarkan kewenangan lokal
desa pada masing-masing bidang dapat kami jelaskan pada bagian berikut.

Kewenangan lokal berskala desa bidang pemerintahan desa meliputi :
1. penetapan dan pengeasan batas desa

pengembangan sistem administrasi dan informasi desa

pengembangan tata ruang dan peta social desa

pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa
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pendataan penduduk yang bekerja pada sector pertanian dan sector non

pertanian

6. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja,
pencari kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja

7. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut
lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan

8. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri

9. penetapan organisasi pemerintah desa

10. pembentukan badan permusyawaratan desa

11. penetapan perangkat desa

12. penetapan Bum Desa

13. penetapan APB desa

14. Penatapan peraturan desa

15. Penetapan kersajam antar desa

16. Pemberian izin penggunaan geudng pertmeuan atau balai desa

17.Pendataan potensi desa

18. Pemberian izin hak pengelolaan atas atanah desa

19.Penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kerjadian bencana, konflik,

rawan pangan, wabah penyakit, gangunan kemanan dan kejadian luar biasa




lainnya dalam skala desa

20.Pengelolaan arsip desa

21.Penetapan pos kemanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan

kebutuhan dan kondisi social masyarakat desa.

Kewenangan lokal berskala desa bidang pembangunan desa meliputi
beberapa kewenangan. Secara rinci kami sampaikan sebagai berikut:

a. Pelayanan dasar desa

d.

Pengembangan pos kesehatan desa dan polindes

b. Pengembangan tenaga kesehatan desa

C.

Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
Layanan gizi untuk balita

Pemeriksaan ibu hamil

Pemberian makanan tambahan
Penyuluhan kesehatan

Gerakan hidup bersih dan sehat
Penimbangan bayi

Gerakan sehat untuk lanjut usia
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d. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional

Pemanatauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif

didesa
Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini

Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya dan

perpustakaan desa

Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok=kelompok belajar di desa

b. Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa antara

lain meliputi:

a.
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k.

1.

pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
pembangunan energi baru dan terbarukan;
pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadabh;
pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;

m. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran

untuk




1.

budidaya perikanan; dan
pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

¢. Pengembangan ekonomi lokal desa;

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal

Desa antara lain meliputi:
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pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;

pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
pengembangan usaha mikro berbasis Desa;

pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;

pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan
cadangan pangan Desa;

penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;

pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit
pertanian dan perikanan secara terpadu;

penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
pengembangan benih lokal;

pengembangan ternak secara kolektif;

pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;

. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;

pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;

pengelolaan padang gembala;

pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan
pariwisata kabupaten /kota;

pengelolaan balai benih ikan;

pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan
perikanan; dan

pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu
pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

d. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakatan Desa
meliputi:
a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat

b.

Desa;

membina kerukunan warga masyarakat Desa;

memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;

dan

melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.




Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat
antara lain:

a.
b.

pengembangan seni budaya lokal;
pengorganisasian  melalui  pembentukan dan fasilitasi lembaga
kemasyarakatan dan lembaga adat;

. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:

1) kelompok tani;

2) kelompok nelayan;

3) kelompok seni budaya; dan

4) kelompok masyarakat lain di Desa.

d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
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C.

fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat
miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;

pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal
untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;

analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;

penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan
sehat;

. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
peningkatan kapasitas masyarakat melalui:

1) kader pemberdayaan masyarakat Desa;

2) kelompok usaha ekonomi produktif;

3) kelompok perempuan;

4) kelompok tani;

5) kelompok masyarakat miskin;

6) kelompok nelayan;

7) kelompok pengrajin;

8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
9) kelompok pemuda; dan

10) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota

Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan

pengaturannya kepada Desa adalah urusan pemerintahan yang secaggjlangsung

dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah

Kabupaten /Kota melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis




kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti kewenangan di
bidang:

1. pertanian,

pertambangan dan energi,

kehutanan dan perkebunan,

perindustrian dan perdagangan,

perkoperasian,

ketenagakerjaan,

kesehatan,

pendidikan, dan kebudayaan,
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sosial,

10. pekerjaan umum,

11. perhubungan,

12.lingkungan hidup,

13. perikanan,

14. politik dalam negri dan administrasi publik,
15. otonomi desa,

16. perimbangan keuangan,

17.tugas pembantuan,

18. pariwisata,

19. pertanahan,

20. kependudukan,

21.kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat,
22.perencanaan,

23. penerangan/informasi dan komunikasi

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi
kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa diatur
dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan
Menteri. Penyerahan urusan pemerintahan disertai dengan pembiayaannya.

d. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota

Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten /Kota kepada Desa wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana
dan prasarana, serta sumber daya manusia. Penyelenggaraan tugas pembantuan,
berpedoman pada peraturan perundang- undangan. Desa berhak menolak
melaksanakan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan,
prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia.




H. Prinsip pengaturan Pendanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa

Penyelenggaraan kewenangan yang diberikan pemerintah harus memperhatikan
berbagai hal prinsip dalam pengaturan pendanaan untuk melaksanakan
kewenangan tersebut. Prinsip pengaturan ini memberikan pedoman bagi
pemerintah desa untuk selalu memperhatikan jenis kewenangan dan relasinya
dengan sumber kewenangan serta sumber pendanaan. Hal ini penting agar tidak
salah memasangkan antara jenis kewenangan, jenis dana dan cakupan
kewenangan serta aspek pelaporan tentunya. Berikut gambar prinsip pengaturan
pendanaan penyelenggaraan pemerintah desa:

PRINSIP PENGATURAN PENDANAAN
PENYFLENGGARAAN PEMERINTAHAN DFSA
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Tampak dari gambar diatas jenis kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan
kewenangan lokal berskala desa pelaksanaannya gfptur dan diurus oleh Desa.
Cakupan kewenangannya meliputi Hak asal-usul : merupakan warisan yg masih
hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan
perkembangan kehidupan masyarakat dan Kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan
efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa
masyarakat Desa.

Sementara itu Kewenangan yg ditugaskan Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda
Kab./Kota dan Kewenangan lain yg ditugaskan Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda
Kab./Kota sesuai ketentuan pelaksanaannya Diurus oleh Desa (berdasarkan penugasan
dari Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota). Cakupan kewenangangannya




meliputi Penugasan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan
Penugasan terebut disertai biayai dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

I. Hubungan kewenangan (urusan) dengan Aspek Keuangan

Pemerintahd desa dalam melaksanakan kewenangan memerlukan pendanaan.
Masingmasing urusan sebagai turunan dari kewenangan dilaksanakan dengan
berbagai mema pendanaan. Hubungan antara kewenangan dengan aspek
keuangan menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 adalah sebagai berikut:

HUBUNGAN ANTARA KEWENANGAN DESA
DENGAN SUMBER-SUMBER KEUANGAN DESA
(PRINESIP MONEYFOLLOW FUNCTION)
SESUAI UU. NOMOR 32 TAHUN 2004

KEWENANGAN SUMBFR-SLIWRFR
DESA KEUANGAN DESA
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Dari gambar diatas tampak bahwa kewenagan berdasarkan hak asal usul dapat
gipksanakan dengan menggunakan sumber dana pendapatan asli desa dan dari
hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Kewenagan desa yang berasal dari
kabupaten/kota dilaksanakan dnegan menggunakan sumber dana dari bagi hasil
pajak, retirbusi dan ADD. TUgas pembantuan dari pemerintah, pemerintah

vinsi, pemerintah kabupaten dan kota bersumber dari bantuan keuangan
pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. Urusan
pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada
desa memiliki sumber dana dari ADD dan bantuan keuangan.

Sementara itu hubungan antara kewenangan dengan keuangan menurut undang-




undang nomor 6 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

[Tubungan Kewenangan dengan

\Ulllbﬂ I&GU angan

{ ST S—

1. PEMIDAPATAN
ASLI DESA:

I, Kewaangan badasarkan hak azal -wsul 3

{2 Kﬁ?.‘fm‘ I?H!F.'&Ef!?h # ( I Doana Dema

X | 4 Hap binett ok chucenh
EAROTA (1 9% UTK DESA)
3. Baki Hmil Rerribusi KahfKota

%. Kewanangan yg dinagaskan olch pemerintah, AN A (19%)

pencrintah daerah provinsi, atau pemeriniah dacrah - & 0

hhin:lm;;;__ 2ot R e e et e R n e e e ! \ 5 “_,___" x, sexmman b Jm

S [ | Remerinab, Puovin, Kab/Kots

4. Kewerangan lain yg dinggaskan olch pamerintah, _ Uil

'cucrmul:ldnmh Ermnsi. pcnmmhchmh / 1 Lalnclaki

— E R —— -
Fumimg_—undm‘mn

-6. HIBEAH DAN SUMBAN GAN
IPARI IHAK KETIGA

Tampak dari gambar diatas bahwa pola pendanaan bagi pelaksanaan kewenagan
bersumberdari dana PAD , dana transfer dan dana lainnya. Dana PAD untuk
melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal-usul, Pendapatan transfer
digunakan untuk mendanai kewnenangan lokal berskala desa, kewenangan yang
ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupgggen /kota
dan untuk kewenangan lain yang ditugaskan. Semenggzp itu dana hibah dan
sumbangan dari pihak ketiga dapat digunakan untuk kewenangan berdasarkan

hak asal-usul.

J. Pemilihan Kepala Desa




Pemilihan kepala Desa
dilaksanakan secara serentak di
seluruh wilayah kabupaten/kota.
Pemilihan kepala Desa secara
serentak dapat dilaksanakan
bergelombang paling banyak 3
(tiga) kali dalam jangka waktu 6
(enam) tahun. Dalam hal terjadi
kekosongan jabatan kepala Desa

Tahapan Pemilihan Kepala Desa

dalam penyelenggaraan J Suara

pemilihan  kepala  Desa

serentak, bupati/walikota
menunjuk penjabat kepala Desa. |mmessa taszpumen s

Penjabat  kepala Desa  berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan

pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui

tahapan:

a. persiapan;

b. pencalonan;

¢. pemungutan suara; dan
d. penetapan.

Agar memperoleh pemhaman yang lengkap berikut penjelasan terhadap masing-
masing tahap pemilihan kepala desa secara rinci:

d.

Tahap Persiapan Pemilihan Kepala Desa

Tmpan persiapan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas kegiatan:

1. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala  Desa

tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum

berakhir masa jabatan;

pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan

Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari

setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota

disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah

pemberitahuan akhir masa jabatan;

perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada
bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30

(tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan

persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu

30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.




Persiapan Pemilihan Kepala Desa

Pemberilchuan BPD kepada Kepala Desa lentang akhir masa jabalan
—— Laperan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota

Ghulsr 5 buln 4 bulan 3 bulan 2 bulan 1 bulan Alchir masa
’ .

. 2 L 2 & jabatan Kepala
‘ Desa sebelumnya

Persetujuzn biava pemilihan dari
Bupaki VWalikota

Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia xepada
Bupati/ Walikota melalui Camat atau sebutan lain

Pembentuxan panitia pemilihan Kepala Desa cleh BPD dan cisampaikan
secara fertulis kepada Bupat/ Walikots melalui Camat
Diolan @ar;
Permsngagn No. 112 (2014, BAB U, vasai /
b. Tahap pencalonan kepala desa;

Tahapan pencalonanterdiri atas kegiatan:

1. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9
(sembilan) Hari;

2. penelitian  kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta
penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh)
Hari;

3. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling
sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;

4. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;

5. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga)
Hari;

6. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.

c¢. Tahap pemungutan suara kepala desa;
Tahap pemungutan suara kepala desa meliputi kegiatan:

1. pelaksanaan pemungutan dan penghitungarmara;

2. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak;

3. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu)
orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang
lebih luas




d. Tahap penetapan Kepala Desa.
Tahap pemungutan suara kepala desa meliputi kegiatan:

1. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada
Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah
pemungutan suara;

2. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada
bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan
panitia;

3. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan
pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima
laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan

4. Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon
kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan
mputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara
sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

K. Penyelenggara Pemerintah Desa

Dalam suatu Pemerintahan Desa terddari Pemerintah Desa dan BPD.
Pemerintah desa sebagai pelaksana dan badan permusyawaratan desa sebagai
pengawas yang merupakan lembaga perwujudan demokrasi.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan mggpgprakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu struktur pengelolaan
pemerintahan desa teridiri dari seperangkat organisasi yang menjalankan
pemerintah desa.

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat desa
yang dimaksud terdiri darigggkretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Perangkat
Desa lainnya sebagaimana terdiri atas :

a. sekretariat desa;

b. pelaksana teknis lapangan;

c¢. unsur kewilayahan.

Susunan struktur @pgpnisasi sebagai pengelolaan pemerintah desa seperti
diamanhkan dalam PP nomor 72 tahun 2005 tentang desa dapat digambarkan
pada ilustrasi grafis pada gambar struktur pemerintah desa sebagai berikut:
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Jumlah Perangkat Desa sebagaimana, disesuaikan dgggan kebutuhan dan kondisi
sosial budaya masyarakat setempat. Susunan organisasi dan tata Kkerja
pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan degggpBerikut susunan organisasi
pemerintah desa berdasarkan peraturan yang baru (UU no 6 tahun 20014):
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Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain,




selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa  sebagai  unsur
penyelenggara pemerintahan desa.

BPD KEPALA DESA

SEKRETARIA
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Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan
peraturan desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa diatur dengan PeraturgggDaerah
Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah  Kabupaten/Kota tersebut sekurang-
kurangnya memuat :

1. tata cara penyusunan struktur organisasi;

2. perangkat;

3. tugas dan fungsi;

4. hubungan kerja.

L. Uraian Tugas dan tanggungjawab perangkat Pemerintah Desa

Pemerintah desa memiliki perangkat pemerintah desa. Hal ini merupakan sarana
untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah desa. Berikut penjelasan
rincian perangkat desa.

a. KepalaDesa

Seorang Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada pada
pemerintah desa mempunyai tugas antara lain:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan,

2. menyelenggarakan urusan pembangunan,

3. menyelenggarakan urusan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa mempunyai wewenang :

1. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama BPD,




2. mengajukan rancangan peraturan desa,

3. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama
BPD,

4. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa

untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD,

membina kehidupan masyarakat desa,

membina perekonomian desa,

mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif,

RN

mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, dan

9. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

rang Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenanganya memiliki atau
g Kepala Desa dal lak k gas dan k ganya iliki
mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

d. melaksanakan kehidupan demokrasi;

e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;

g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang- undangan;

h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

—-

melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;

k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;

l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;

—

m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat
istiadat;

n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan o.
mengembangkan  potensi  sumber daya alam  dan melestarikan
lingkungan hidup

Kepala Desa memiliki kewajiban menyusun laporan penyelenggaraan
pemerintahan desa kepada berbagai pihak atau para pengampu kepentingan
antara lain:




1. Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota,

2. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta

3. menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada
masyarakat.

Laporan  penyelenggaraan  pemerintahan desa  disampaikan kepada
Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan
keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam
satu tahun dalam musyawarah BPD.

Pemerintah desa melalui kepala desa menginformasikan laporan penyelenggaraan
pemerintahan desa kepada masyarakat, dapat berupa selebaran yang ditempelkan
pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai
pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

Laporan digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota
melalui Camat dan kepada BPD.

Seorang Kepala desa dalam menjalakan tugas dan kewenangannya tidak

diperknankan atau dilarang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. menjadi pengurus partai politik;

b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga
kemasyarakatan di desa bersangkutan;

c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD
terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan
kepala daerah;

e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan
mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;

f.  melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau
jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang
akan dilakukannya;

g. menyalahgunakan wewenang; dan

h. melanggar sumpah/janji jabatan.

Seorang Kepala Desa dapat berhalangan tetap atau berhenti manakala mengalami
atau terjadi beberapa hal sebagai berikut:




Seorang Kepala Desa selain dapat berhenti karena sebab diatas , seorang kepala

desa juga dapat diberhentikan karena sebab sebagai berikut :

a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pajabat yang baru;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap
secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c. tidaklagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;

d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;

e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
f.  melanggar larangan bagi kepala desa

Kedudukan Keuangan Kepala Desa

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan

dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan

Perangkat Desa ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa. Penghasilan tetap paling

sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih

lanjut mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur

dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,

sekurang-kurangnya memuat :

a. rincian jenis penghasilan

b. rincian jenis tunjangan;

c. penentuan besarnya dan pembebanan pemberian penghasilan
dan/atau tunjangan.

Seorang kepala desa dalam menjalankan tugasnya dibantu perangkat desa.
Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya terdiri dagigbeberap unsur didalamnya. Dalam melaksanakan
tugasnya, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Perangkat
desa yang dimaksud terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
Perangkat Desa lainnya sebagaimana terdiri atas :

a. sekretariat desa;

b. pelaksana teknis lapangan;

c. unsur kewilayahan.

Penjelasan masing-masig dari perangkat desa diatas dapat kami sampaikan pada
bagian berikut.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan,




yaitu:

a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;

b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;

c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;

d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang
perencanaan;
memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan

o

f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama
Bupati/Walikota. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari
penduduk desa. Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa.Usia Perangkat Desa paling rendgg0 (dua puluh) tahun dan paling
tinggi 60 (enam puluh) tahun. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staff
dan unsur pelaksana Kepala Desa. Sekretaris Desa dalam menjalankan
kepemimpinannya mempunyai tugas dan sebagai berikut :
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? Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan

Kemasyarakatan.
b. Mengkoordinasikan tugas-tugas dan membina kepala urusan.
c. Membantu pelayanan ketatausahaan Kepala Desa.

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang lain yang diberikan kepala desa.
Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Desa mempunyai fungsi tugas sebagai
berikut :

Pelaksanaan urusan Surat menyuat, kearsipan dan pelaporan

b. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan dilakukan oleh perangkat desa
c. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat

d. Penyiapan Program Kerja.

d. Kepala Dusun

Kepala Dusun berkedudukan sebagai perangkat pembantu Kepala Desa dan unsur
pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa di wilayah Dusun. Kepala Dusun
mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan
, pembangunan , kemasyarakatan diwilayah kerjanya sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.
Untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Dusun diantaranya mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan




,kemasyarakatan,ketentraman dan ketertiban diwilayah kerjanya.

b. Membantu Kepala Desa dalam kegiatan penyuluhan,pembinaan dan kerukunan
@vilayah kerjanya

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
Untuk penyebutan Kepala Dusun dapat menggunakan salah satu nama dusun
dalam wilayah tersebut yang ditetapkan dengan peraturan Desa. Kepala Dusun
harus berdomisili diwilayah yang bersangkutan

e. Kepala seksi Pembangunan

Kepala seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Desa menyusun
rencana pelaksanaan , pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan
pelaksanaan tugas bidang Pembangunan .

Dalam melaksanakan tugas Kepala seksi Pembangunan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program dan kebijakan pemerintah Desa dalam rangka
pembangunan Desa.
b. Penyusunan program dan rencana kegiatan pembangunan .

c. Penyusunan data dan bahan laporan pelaksanaan pembangunan.
Penjabaran tugas Kepala seksi Pembangunan adalah sebagai berikut :

a. Menyusun program dan rencana kegiatan pembangunan yang akan
dilaksanakan oleh Pamerintah Desa
b. Mengumpulkan dan menyusun data laporan peyelenggaraan pembangunan
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Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

d. Menginventarisasi dan melaporkan kegiatan pembangunan oleh masyarakat (
Swadaya Masyarakat )

e. (@#pmbina Kader-Kader Pembangunan Desa.

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa

f. Urusan Kesejahteraan Rakyat

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Kepala Desa
dan Sekretaris Desa menyusun rencana,pelaksanaan,pengendalian evaluasi dan
penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang Kesejahteraan Rakyat .

Dalam melaksanakan tugas Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat ( Kesra)

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan Program dan Kebijakan Pemerintah Desa dalam rangka
Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat.




b.

C.

Pengumpulan dan penyusunan data potensi penyelenggaraan Kesejahteraan
Rakyat.
Pelaporan, Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat

Penjabaran tugasnya adalah sebagai berikut :

d.

£

Menyusun program dan rencana kegiatan Pemerintah Desa dalam rangka
menyelenggarakan Urusan Kesejahteraan Rakyat.
Mengumpulkan , menyusun dan mengolah data di bidang Kesejahteraan Rakyat

Mengerjakan buku-buku di bidang Kesejahteraan Rakyat .

. @fpmberikan Pelayanan kepada masyarakat dibidang tugasnya.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa
yang sejalan dengan dengan tugas pokoknya

Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala Urusan Pemerintahan tugasnya membantu kepala desa menyusun rencana,

pengendalian evaluasi dari penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang

pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas kepala urusan pemerintahan mempunyai fungsi :

.

b.

C.

Pengumpulan bahan untuk penyusunan Program Kerja Bidang Pemerintahan
Desa.

Penyusunan data dan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pelaporan Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Desa

Penyebaran tugas Kepala Urusan Pemerintahan adalah sebagai berikut:

d.
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Menyusun program dan rencana kegiatan meliputi pengumpulan bahan ,data
dan potensi dalam rangka penyelenggraan pemerintahan umum

Mencatat dan mengadministrasikan data kependudukan dan catatan sipil .
Mengumpulkan dan menyusun data Monografi Desa.

gépngumpulkan dan menyusun data bidang pertanian.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa
yang sejalan dengan tugas pokoknya.

h. Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas:

a.
b.
C.

membantu Kepala Desa dan Sekretaris Desa menyusun rencana pelaksanaan,
pengendalian evaluasi dan
penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang Keuangan .




Dalam melaksanakan tugas Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi :

d.

Penyusunan program dan rencana Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan
Keuangan Desa.

Penyusunan Rencana dalam rangka pelayanan kepada masyarakat di bidang
Keuangan Desa .

Penyusunan data laporan Penyelenggaraan Keuangan Desa.

. Pelaporan, monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Keuangan Desa.

Penjabaran tugas Kepala Urusan Keuangan adalah sebagai berikut :

d.

Mempersiapkan bahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (RAPBDesa) untuk diajukan Kepala Desa kepada BPD.
Mempersiapkan dan menyusun bahan laporan Pertanggungjawaban
penggunaan APBDesa.

Mengerjakan buku-buku : Buku Kas Umum , Buku Kas Pendapatan dan Buku
Kas Pengeluaran ,serta buku lain yang diperlukan untuk penatausahaan
keuangan Desa.

d. Menatausahakan Pegpglapatan Asli Desa.

i

Menatalaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris
Desa.

Kepala Urusan Umum

Kepala Urusan Umum mempunyai tugas:

a. membantu Kepala Desa dan Sekretaris Desa menyusun rencana pelaksanaan,

b. pengendalian evaluasi dan,

c. penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang Umum .

Dalam melaksanakan tugas Kepala Urusan Umum mempunyai fungsi :

d.

Penyusunan program dan rencana kegiatan pemerintah desa dalam rangka
penyalenggaraan urusan umum meliputi : Ketata Usahaan , Perangkat Desa
,Perlengkapan dan Rumah Tangga Desa.

Penyusunan program dan rencana kegiatan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat dalam penyelenggaraan urusan umum.

Penyusunan data dan laporan penyelenggaraan urusan umum.

. Pelaporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan umum




Penjabaran tugas Kepala Urusan Umum adalah sebagai berikut :
Melakukan kegiatan penatausahaan arsip kantor Desa.
Melakukan urusan surat menyurat (ekspedisi)

Melakukan inventarisasi dan pengolahan inventaris Desa
Melakukan urusan pemeliharaan sarana Kantor Desa
Mempersiapkan rapat-rapat dinas dan upacara resmi di Desa
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Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

j. RTdanRW

RT dan RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintah , RT dan RW dalam melaksanakan tugasnya
mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pemeliharaan keamanan,ketertiban dan kerukunan hidup antar warga

b. Pendataan kepgdudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.
Pembuatan  gagasan  dalam  pelaksanaan pembangunan  dengan
mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat

d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa Lainnya diatur dengan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

k. Badan Permusyawaratan Desa

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan
keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi,
pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat
diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang
dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah,
jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Anggota




BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara
bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota.

Pimpinan BPD terdiri dari :

a. 1 (satu) orang Ketua,
b. 1 (satu) orangWakil Ketua, dan
c. 1 (satu) orang Sekretaris.

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) mempunyai wewenang:

a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;

b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan
peraturan kepala desa;

c¢. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
membentuk panitia pemilihan kepala desa;

e. menggalimenampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan
aspirasi masyarakat; dan

f.  menyusun tata tertib BPD.

BPD mempunyai hak:
a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
b. menyatakan pendapat

Anggota BPD mempunyai hak :

a. mengajukan rancangan peraturan desa;
b. mengajukan pertanyaan;

c¢. menyampaikan usul dan pendapat;

d. memilih dan dipilih; dan

e. memperoleh tunjangan

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-
undangan;

b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa;

c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat;




e. memproses pemilihan kepala desa;

f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok
dan golongan;

g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat
setempat; dan

h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga
kemasyarakatan.

Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan
keuangan desa. Tunjangan pimpinan dan anggota BPD, ditetapkan dalam APB
Desa. Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan
keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD. Biaya tersebut, ditetapkan
setiap tahun dalam APB Desa. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan
merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang:

a. sebagai pelaksana proyek desa;

b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan
mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;

c¢. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau
jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau
tindakan yang akan dilakukannya

d. menyalahgunakan wewenang dan

e. melanggar sumpah/janji jabatan

Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD, ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten /Kota.

l. Peraturan Desa

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD. Peraturan  Desa
dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peraturan Desa
merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang- undangan yang
lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa
setempat. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum
dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa
dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam
rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala
Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa. Peraturan Kepala Desa dan/atau
Keputusan Kepala Desa, dilarang bertentangan dengan kepentingan umum,




dan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa dan
Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama
sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh
Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi.

Hasil evaluasi Bupati/Walikota terhadap Rancangan Peraturan Desa disampaikan
paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa. Apabila hasil evaluasi
melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa. Ketentuan lebih lanjut
mengenai pedorggn Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa
diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri.




ADMINISTRASI PADA PEMERINTAH DESA

A. PENDAHULUAN

Sebuah Desa adalah merujuk pada keberadaan sebuah desa dan sebuah desa
adat atau yang disebut dengaffhama lain. Selanjutnya disebut Desa, dari sisi
pengertian hukum merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal-usul, dan/atau harus tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian pemerintah secara etimologi dapat kami jelaskan pada bagian ini.
Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola
kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi
pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana
mereka ditempatkan. Menurut Syafiie (2007:4) secara etimologi, pemerintahan
dapat diartikan sebagai berikut :

a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti di dalamnya
terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang
diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.

b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah. Yang berarti badan
yang melakukan kekuasaan memerintah.

c. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan,
cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Pengertian pemerintahan dalam arti yan§[ifibih luas dapat kami jelaskan pada
bagian selanjutnya ini. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang
dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan
kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang
hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas
Ig@nya termasuk legislatif dan yudikatif. Pengertian Pemerintah Desa dalam buku
“Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa” menyatakan bahwa
(Sapg&gh, 2009):

“Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan
masyarakat desa. Pemerintah desa diselengarakan di bawah pimpinan
seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa),
mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam
masyarakat yang bersangkutan”.

Pengertian diatas @:}nunjukkan adanya perangkat desa dalam kepengurusan
pemerintah desa. angkat desa sebagai unsur pemebentuk pemerintah desa
terdiri dari kepala desa dan pembantunya.

Pada bagian berikut kami sampaikan pengertian pemerintahan desa menurut
berbagai tingkat peraturdZ) hukum yang berlaku di Indonesia. Pengertian
Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 25 tahun




2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa,
yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah:

“ pemerintah desa adalah susunan pemeirntah di tingkat desa yang terdiri dari

susunan Kepala Desa dan Perangkat Desa.”
Sedangkan pengertian Pemerintah Desa menurut Undang-undang nomor 6 tahun
2014 tentang desa, dan Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang desa
yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah:

“penyelenggaraan wurusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Pemerintah desa adalah terdiri dari Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahaf#ZDesa.
Peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2015 revisi atas PP nomor 43 tahun 2014
menyatakan pemerintahan desa adalah:

“penyelenggaran urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.”
Sedang Pemerintah desa menurut peraturan pemerintah ini juga terdiri dari
kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Desa memiliki kewenangan yang harus dikelola. Kewenangan tersebut berupa
usan pemerintahan desa yang harus diselenggarakan. Desa harus dikelola
dengan baik dan benar. Urusan yang diselenggarakan pemerintah desa ditujukan
untuk melaksanakan pembangunan desa guna memajukan dan mensejahterakan
masyarakat desanya.

Pengelolaan desa harus menggunakan tata kelola yang baik, tertib, transparan
dan akuntabel. Tata kelola pemerintah desa memerlukan disiplin ilmu
pengetahuan. Hal ini penting agar pengelolaan berbagai aspek yang ada pada
pemerintah desa dapat diselenggarakan dengan baik dan benar. Desa dengan
segenap pemerintahanya memiliki berbagai sumberdaya. Sumber daya yang
dimiliki desa antara sumberdaya aset, keuangan, sumber daya manusia, serta
lainnya. Semua sumberdaya tersebut harus dikelola dengan baik. Selain
sumberdaya desa dan pemerintahnnya menghadapi berbagai macam kendala dan
permasalahan. Berbagai macam kendala dan permasalahan yang dihadapi desa
harus diselesaikan. Semua hal terebut harus dikelola dengan baik agar memiliki
penyelesaian yang memberikan dampak yang baik bagi masyarakat desa baik
menyangkut kemajuan maupun kesejahteraannya.

Pengelolaan segenap potensi yang ada di desa harus menggunakan displin
manajemen saintifik. Manajemen saintifik mendasarkan dirinya pada disiplin
keilmuan dalam memberikan solusi yang dihadapi pada berbagai bidang
kehidupan masyarakat. Desa dengan segenap potensi, tantangan dan hambatan
serta kelemahan yang dimilikinya harus dibantu untuk mengatasinya. Salah satu
solusi terhadap potensi dan sumberdaya yang ada adalah proses administrasi atau
tata kelola terhadap sumberdaya yang ada.

B. PENGERTIAN TATA KELOLA ATAU ADMINISTRASI

Pengertian Administrasi Menurut Para Ahli- Administrasi adalah bisnis dan
kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan.
Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi: catatan, surat




menyurat, pembukuan ringan, mengetik, agenda, dan sebagainya administrasi

teknis. 40
Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerjasama antara dua

orang atau lebih untuk mencapai tujuan dengan menggunakan infrastruktur

tertentu yang efisien dan efektif.
Pada bagian berikut kami sampaikan Pengertian Administrasi Menurut

beberapa Para Ahli yang menulis mengenai administrasi (Kurniawan, 2016);

1. Arthur Grager
Administrasi adalah fungsi komunikasi pelaksanaan dan jasa dari slip
organisasi.

2. George Terry
administrasi adalah pengendalian, dan pengorganisasian kerja, serta mobilisasi
mereka yang menerapkannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

3. Sondang P. Siagian 40
Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih
berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.

4. William Leffingwell dan Edwin Robinson
Administrasi adalah cabang dari manajemen yang berkaitan dengan
pelaksanaan pekerjaan kantor yang efisien, kapan dan di mana pekerjaan itu
harus dilakukan.

5. Ulbert
Administrasi dalam arti sempit didefinisikan sebagai persiapan sistematis dan
pencatatan data dan informasi baik secara internal maupun eksternal untuk
tujuan memberikan informasi dan membuatnya lebih mudah untuk
memulihkan sebagian atau seluruhnya. Sebuah pemahaman sempit
administrasi lebih dikenal sebagai Administrasi.

6. Munawardi Reksohadiprowiro
“dalam arti sempit” administrasi berarti pemerintahan, termasuk pengaturan
setiap rapi dan sistematis serta penentuan fakta dan ditulis dengan tujuan
memperoleh pandangan yang komprehensif dan keterkaitan antara fakta
dengan fakta lain.

7. Menurut Wijana
Administrasi adalah “kombinasi dari semua Negara biaya rendah dan tinggi
menjalankan pemerintahan dan polisi pelakanaan.

8. Leonard D. White (1958)
Administrasi adalah proses yang umum di semua upaya kelompok di kedua
perusahaan publik atau swasta.

9. Wiliaw H. Newman (1963)
Administrasi adalah kepemimpinan dan pengawasan kelompok usaha individu
untuk mencapai tujuan bersama.

10. Menurut WH EVANS
Administrasi adalah fungsi yang berkaitan dengan manajemen dan arah semua
tahap operasi perusahaan dalam bahan pengolahan informasi, komunikasi, dan
memori organisasi.

11. Menurut Simon
Administrasi sebagai kegiatan kelompok yang mengadakan kerjasama untuk
menyelesaikan tugas bersama-sama.




12.FX.Soedjadi
Administrasi adalah kegiatan prosedur usahakantor (catatan, mengetik,
menggandakan, dan sebagainya).

13. Menurut The Liang Gie mengatakan
“Administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
sekelompok orang dalam suatu kemitraan untuk mencapai tujuan tertentu”

14.Soewarno Handayaningrat
“Administrasi yang meliputi catatan, korespondensi, pembukuan ringan, keti-
mengetik, sehingga agenda teknis dan administratif.

15.Menurut M/E Dimock Dan G.0 Dimock
Administrasi Negara merupakan bagian dari administrasi publik yang memiliki
bidang yang lebih luas, yang merupakan studi tentang bagaimana lembaga -
lembaga mulai dari keluarga untuk percaya bangsa - bangsa disusun,
digerakkan dan dikemudikan.

16. Bachsan Mustafa, SH
Administrasi Negara adalah kombinasi dari posisi - posisi yang dibentuk dan
diatur bertingkat dipercayakan kepada tubuh - membuat badan hukum -
hukum dan badan - badan kehakuman.

17.Wilson 1987
Administrasi sebagai ilmu. Pemikiran tentang kepemimpinan resmi supremasi
politik birokrasi yang timbul dari perbedaan antara fungsi politik dan
administrasi, dan asumsi tentang superioritas fungsi - fungsi administrasi
politik. Klasik slogan yang pernah ditawarkan ketika fungsi politik berakhir
fungsi administrasi itu mulai, ketika akhir politik, administrasi - Wilson 1941.

18.John M. Pfiffer dan Robert V
Administrasi negara adalah proses yang berkaitan dengan pelaksanaan
kebijakan - kebijakan pemerintah, keterampilan bimbingan dan teknik - teknik
yang tidak terbatas jumlahnya, memberikan arah dan tujuan untuk mencoba
sejumlah orang.

19. Menurut Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdjo
Administrasi Negara melakukan fungsi bantuan pemerintah berarti pemerintah
(pejabat) tidak dapat memenuhi tugas - tugas tanpa ad ministrasi Negara.

Ciri-ciri Administrasi yang baik harus memnuhi beberapa hal. Adapun ciri-ciri
yang baik tersebut antara lain (Saycin, 2016):

Adanya kelompok manusia yang terdiri atas 2 orang atau lebih.

Adanya kerja sama

Adanya proses/usaha

Adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan

Adanya tujuan

e W

Dari berbagai pengertian dan ciri-ciri administrasi diatas maka administrasi dapat
diberdakan menjadi beberapa kelompok jenis administrasi. Adapun kemlompok
atau Jenis Administrasi antara lain:

1. Administrasi publik

2. Administrasi lingkungan hidup

3. Administrasi negara




Administrasi niaga
Administrasi pembangunan
Administrasi kependudukan
Administrasi keuangan
Administrasi pendidikan

XN

Menurut hemat penulis dari sekian banyak jenis administrasi diatas, administrasi
desa merupakan bagian dari administrasi jenis administrasi negara.

C. TATA KELOLA (ADMINISTRASI) PEMERINTAHAN DESA

Otonomi daerah pada saat ini tidak hanya sampai pada tingkat pemerintah
daerah namun telah berkembang hingga pemerintahan yang lebih rendah yaitu
pemerintah desa. Hal ini tentu saja sangat baik dan perlu kita sambut dengan baik
pula. Namun demikian mengingat mekanisme atau tata kelola pemerintah desa
dalam berbagai aspek yang tentu saja memerlukan keahlian atau komptensi maka
pemerintah desa membutuhkan kapasitas sumberdaya yang baik dan memadai.

Aspek tatakelola pemerintah desa meliputi pengelolaan berbagai sumberdaya.
Sumberdaya yang yang dikelola oleh pemerintah desa minimal antar lain :

1. Sumberdaya manusia,

2. Sumberdaya aset,

3. Sumberdaya keuangan,

4. Sumberdaya teknologi,

5. Dsb.

Pemerintah desa dituntut oleh peraturan yang ada untuk mampu mengelola
seluruh sumberdaya yang ada tersebut dengan baik dan benar dengan
menerapkan asas pemerintahan yang baik, fBrsih, transparan, dan akuntabel atau
dengan kata lain harus memenuhi amanah undang-undang nomor 28 tahun 1999
tentan penyelenggaraan Negara yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme.

Amanah terfibut berupa asas penyelenggaraan Negara yaitu:
1. Asas Kepastian Hukum,
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara,
3. Asas Kepentingan Umum,
4. Asas Keterbukaan,
5. Asas Proporsionalitas,
6. Asas Profesionalitas,
7. Asas Akuntabilitas.

Dalam menjalankan roda pemerintah desa maka perangkat desa
menyelenggarakan berbagai macam bentuk tata kelola berupa administrasi desa.
Administrasi desa meliputi banyak hal. Pemerintah desa harus menyediakan
sumberdaya manusia yang mampu melaksanakan proses administrasi desa
dengan baik dan benar. Hal ini penting agar pelayanan pada tingkat desa dapat




berjalan dengan lancar.

D. DASAR HUKUM ADMINISTRASI DESA

Pemerintah desa seperti halnya pemerintah pada tingkatan lainnya seperti
pemerintah, pemerintah daerah tentunya memiliki dasar hukum dalam
penyelenggaraan tata kelola ff@herintahannya. Dasar hukum administrasi bagi
pemerintah desa antara lain bersumber dari Undang-undang nomor 19 tahun
1965 tentang desa praja, Undang-undang nomorffBtahun 1979 tentang pemerintah
desa, Undang-undang nomor 22 tahun 1999, Undang-undang nomor 32 tahun
2004 tentang pemerintah daerah tentang pemerintah daerah dan undang-undang
nomor 6 tahun 201Ekentang desa. Selain itu juga diatur pada tingkatan peraturan
pemerintah yaitu peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa,
peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang de@ dan peraturan
pemerintah lainnya. Pada tingkatan peraturan menteri terdapat peraturan menteri
fAlam negeri nomor 32 tahun 2006 tentang pedoman administrasi desa dan
peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan
keuangan desa.

E. é\BDMINISTRASI DESA

Pemerintah desa dalam hal ini kepala desa berkewajiban menyelenggarakan
tugas administrasi pemerintahan desa yang baik. Adminitrasi desa adalah
keseluruhan proses berupa kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai
penyelenggaraan pemerintahan desa pada berbagai buku administrasi desa.
Proses administrasi desa harus diselenggarakan dengan proses yang sederhana
dan mudah. Namun demikian proses yang sederhana dan mudah dapat mengcover
seluruh tugas administrasi. Hal ini harus kita pahami, karena proses administrasi
memiliki maksud dan tujuan bagi lancaranya proses pelayanan yang ada pada
pemerintah desa itu sendiri.

Maksud diselenggarakannya administrasi desa adalah untuk menata
pelaksanaan administrasi desa sehingga dapat bekerja lebih baik dalam
menyelenggarakan administrasi desa yang semakin luas dan efektiv sejalan
dengan dinamika yang berkembang di masyarakat. Dengan adanya administrasi
desa maka proses penyelenggaraan pemerintah desa dapat dilaksanakan dengan
tertib, tersistematis dan terukur. Administrasi desa sangat diperlukan agar
pemerintah desa dapat melakukan pengendalian atas pelaksanaan pembangunan
dan pengendalian terhadap berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh suatu desa.
Selain memiliki maksud penyelenggaran kegiatan administrasi, kegiatan
administrasi itu sendiri juga memiliki tujuan penyelenggaraannya.

Adapun tujuan diselenggarakannya administrasi desa adalah sebagai pedoman
bagi aparat pemerintah desa dalam melakukan kegiatan pencatatan
penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah desa seperti halnya pemerintahan
pada tingkatan lain seperti pemerintah, da pemerintah daerah tentunya memiliki
berbagai macam jenis proses atau kegiatan administrasi. Hal ini tentunya karena




kegiatan administrasi itu meiliki maksud dan tujuan penyelenggaraanya. Jenis
administrasi desa yang seharusnya dapat diselenggarakan pada setiap pemerintah
desa antara lain meliputi:

d.

b.

Administrasi umum, Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai
penyelenggaraan pemerintahan desa pada Buku Administrasi Umum.
Administrasi penduduk, kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai
penduduk dan mutasi penduduk pada buku administrasi penduduk.
Administrasi keuangan, kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai
pengelolaan keuangan desa pada buku administrasi keuangan

Administrasi pembangunan, kegiatan pencatatan datan dan informasi
mengenai pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan pada buku
administrasi pembangunan.

Administrasi Permusyawaratan Desa, kegiatan pencatatan data dan informasi
mengenai BPD

Administrasi lainnya.

Administrasi Desa

|
8. Administrasi
umum

Pemerintah desa dituntut agar dapat menyelenggarakan seluruh jenis
administrasi yang ada. Untuk itu kita harus memahami dengan baik seluruh
jenis administrasi desa tersebut. Agar dapat memahami dengan baik proses
administrasi desa dengan baik maka kami jelaskan secara rinci masing-masing
administrasi desa. Berikut penjelasan dari masing-masing ruang lingkup
administrasi desa yang harus dislenggarakan, seperti tertera pada bagian
tulisan kami diatas.

ADMINISTRASI UMUM

Administrasi umum merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi

mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada Buku Administrasi Umum.
Administrasi umum mencakup pencatatan mengenai data peraturan desa, data
keputusan kepala desa, inventaris desa, data aparat pemerintah desa, Data Tanah
Milik Desa/Tanah Kas Desa, data tanah di desa, agenda surat keluar masuk, dan
buku ekspedisi. Bentuk administrasi umum antara lain adalah pencatatan ke dalam
berbagai macam buku ad ministrasi umum. Buku Administrasi umum antara lain:




d.

Buku Data Peraturan Desa;

Buku data peraturan desa digunakan untuk mencatat data mengenai
peraturan desa yang telah disyahkan dan diterbitkan pada suatu desa. Hal ini
penting agar data mengenai peraturan desa ini dapat dipahami lintas generasi
dan terdapat database mengenai berbagai peraturan yang telah disyahkan dan
diterbitkan atau dengan kata lain diundangkan pada suatu desa. Hal ini
tentunya juga penitng selain bangi penyelenggara pemerintah desa juga bagi
seluruh masyarakat desa. Peraturan desa yang ada merupakan perwujudan
kearifan masyarakat desa atas situasi dan keadaan yang berkembang pada
suatu masyarakat desa.

Agar pencatatan data peraturan desa setiap desa memiliki kesamaan dan
tertib maka pencatatannya harus menggunakan formulir buku yang sama.
Adapun format buku yang harus diselenggarakan untuk mencatat berbagai
peraturan desa yang ada pada suatu desa adalah menggunakan formulir model
A.1 sebagai berikut:

Buku Data Peraturan Desa
{model A1)

N>

Nomor dan Tanzgal i i Nomer dan Tangzal Nomorcan
maor 8 Tentang Uraian Singxat E:

K=ztzrangan
Peraturan Dosa rersctujuznBrD (Tanggal Dilzporkan

1 i

o

4 5 6 7

W crgctahul Sckretaris Ccsa
Kcpaka Dosa

Mamnz MNaina

Penjelasan cara pengisian:




b.

Buku Data Keputusan Kepala Desa;

Buku yang digunakan untuk mencatat data mengenai berbagai keputusan
kepala desa. Buku ini berguna untuk menyusun data terkait dengan berbagai
keputusan kepala desa secara institusional. Kepala desa memiliki hak untuk
menetapkan berbagai keputusan sesuai dengan peraturan yang terkait dengan
kedudukan kepala desa. Dengan demikian akan banyak keputusan-keputusan
kepala desa yang perlu diketahui oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.
Adapun formulir atau buku yang harus diselenggarakan menggunakan
formulir sebagai berikut:

Buku Data Keputusan Kepala Desa

C.

(model A.2)
Nomor dan Tanggal Ncmor can Tanggal 4
Momor Tentang Uralar singkat - ¥atarangan
Kegutusar Kepala Dase Dilapcrkan
1 2 3 4 5 6
Mengetahui Sekr=taris Desa
K2pala Desa
Nama Namz

Penjelasan cara pengisian:

Buku Data Inventaris Desa;

Buku data inventaris desa digunakan untuk mencatat berbagai macam
inventaris barang atau aset yang dimiliki oleh suatu pemerintah desa. Buku
catatan ini digunakan untuk mencatat jenis barang atau bangunan terkait
mengenai asal barang/bangunan atau aset, keadaan aset tersebut, tanggal
penghapusan dan keadaan pada saat penghapusannya.

Buku ini sangat penting karena buku ini menjadi dasar dalam penyusunan
laporan akhir tahun kepala desa yaitu laporan kekayaan milik desa. Jika data
yang dicatat pada buku data inventaris desa ini diselenggarakan dengan baik,
lengkap, tertib dan mutakhir maka proses penyusunan laporan kekayaan milik




desa menjadi relatif mudah. Namun jika buku data inventaris desa ini tidak
diselnggarakan dengan baik maka proses penyusunan laporan kekayaan milik
desa menjadi sulit atau bahkan tidak dapat dilaksanakan. Adapun formulir
atau format buku data inventaris desa adalah sebagai berikut;

Bubu Data Inventaris Desa
T el A
azal seramg) ra < Kzazes
o Asal terang/darguran reodaan Targgol g pissH azIen
Hu Fantiar Eararg/Rar susan BargiRat@ana
Rarang = &rt
T Libzle sumb ngar risumks a
fiar mirsn Fzracnntal| Promno |KabfKeta Exub Fusak | Rusak  Lapual 5 Baik Rusck
[ERYSUR - A A—
1 i 3 4 L] L] & J pic) 11 12 1} u D 18
¥ 2 petahu ) sakrztaric Desa
kRpalE Mesa

ety

Penjelasan cara pengisian:

d. Buku Data Aparat Pemerintah Desa;

Huims




Buku Data Aparat Femerintah

Mozl
N mnrdan Mowrenr san
Jenis | BTPE Penguel Penzidican| Tanggal Tenzgel
Woo| Marma HLAF Kin & CunTyl | Agumi : letalen EL - Kel
s lawnin e == lnngan) terakhir Erputuwre Ecpiimusan
: Pengergketan Femoernerilan
a - 3 4 5 5 7 E < 13 u 12 k]
Mesnig s Lati
Eenala e
Nema Meme

Penjelasan cara pengisian:

e. Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa;




Bk Data Tansh Rlilk Desa Tasah Kas Deza

f.

=1 TR

Tlanths

Penjelasan cara pengisian:

Buku Data Tanah di Desa;

LU

ranled fs
PR . dwmy KD Valuh wewy [T
Tanws  Tasitead Lucs k- et
L} Klag Az Wl 1K = | iy = c ok Tezk ksl L4 ]
Pl e i N et baalar purcluh, awan Togel Lane | aci | M Ada ’ - han
(= laim i s
TR At Brite,  Micla "
1 2 2 4 | G 7 2 ] 10 ia n JE ] 4 17 bt ft = = n 3
F.(I'FUP.II Tmirerady mas




Pakas | Wals 0w

wWeds &0
A aliis s Lanahy =) Pergarwan woab
G etk Barep=irer R=h o B =p KenFae,
h\- Bt b gen Mk b
wiluse wn mau B A v TN T e PUATEES asrt T soweh
by at [ ar L
1 ‘ ] - E ] ! s » o 1 ¥y 1z bty b 1o brS

Cabpmean e hms

e sperabil
Keaal:

Nams Mzms

Penjelasan cara pengisian:




g. Buku Agenda Keluar Masuk;

Buku Agenda
Model £.7
Surat Mzasuk Surat Keluar
No | Tanzeel ‘nor Kel
. L pengirim | isi singkat > Tgl OMOF |+ uan
Nemor  Tanggal Sirgkat | perginman
1 2 3 A 5 3 7 8 9 10
Mengetabui Sekretaric Desa
kKepalaCesa
Nama Nzma

h. Buku Ekspedisi.

Penjelasan cara pengisian:




Buku Ekspedisi

Model A8
Surat Masuk Surat Keluar
No| Tangzal Surat Isi “el/ r Ke
63 5 Pergirim | IsiSingkat | ik E”Tcmo Tujuan
Ncmer  [Targzal Sirgkat | pengiriman A
1 2 3 4 3 6 7 ] 9 10
Mengatahui Sekrataris Desa

Penjelasan Cara pengisian:

Nama

KepalaDosa

Nama

Selanjutnya akan dibahas mengenai adminstrasi penduduk berikut dengan
dokumen formulir masing-masing dalam lingkup administrasi penduduk.

G. ADMINITRASI PENDUDUK

Administrasi penduduk merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi
mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada buku administrasi penduduk.
Bentuk administrasi penduduk adalah pencatatan ke dalam buku administrasi
penduduk. Buku administrasi penduduk meliputi berbagai macam bentuk.




Buku Data Induk Penduduk Desa

(W odel B.1)
Momor| MK  |Namalengkso i - il sgama  |Penciclker Fekerjaan e Al amat et
. : "Ek latie Kelincin AE - o op azawi e iy
1 F 3 bl - v d - 4 U 11

W e elal i

Kigaal oM

Narna

Penjelasan Cara pengisian:

Cehralmis Duse

MName




Buku Data Mutasi Penduduk Desa

iMcdel 0.2)
Tl Kz Lo, Wil i &l
N2 Nemalengken  Targgal Mutas] : ket
¢ g
Lakir Uatang Man Perm | Laki-Laki [Perempuan
1 2 3 4 5 H ? (] o 10 11

M nE-tain
kepalaesa

M

srknrtan s esa

M




Mu

Mama
Farsirf

an

mimila’k Pandudi b Avval hidan

Jml WA WHI

ingkiirz KK

4

DA Siwa

{448
= 4

Buku Data Rekapitulas! Jumiah Penduduk

Tamhahan Fulas il

rahir narang warl Bindas
UUNA W WRA L WNE WNA WNIE WNE | WNI
IR LR B (L R L (L T [ CA R L | |
(A B PR LB E R K AR PR L] P la] PR L

Mrnel B

E=nrprangEn Rilan ini

r

WNA
R

PO

Jumleh Perdudue

B INE &nggra IBM Ins

RE  Echiangt (301}

3| 3 = a

Kel

43

Wl g =le i
Kespral o Dieae

LR

Penjelasan Cara pengisian:

Crskepeseri s Cosng

Metna







Bulru Data Penduduk Sementara

Modz1 0.4
lgnle I ’ amoan K TR I "
Manes JEOE Kelsmin  Mownnr  Terrgat E/B°gErE2ArAIN Detang | Mk NEme de iwarangs| o
MNA. p— ’ ; Jdun sekariaan (Kebungua " pan |Kedstangs Alarmal i Terags| | Tanggsl Kt
L ~funoear " fa f. U
£ Targzal aan dizaargl
1 i 3 o s [ T 3 9 10 13 12 13 14 15
Ranmera =i Sewretane iz
Kepele Dasa
Honra Moana

Penjelasan Cara pengisian:




H. ADMINISTRASI KEUANGAN

Administrasi keuangan, kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai
pengelolaan keuangan desa pada buku administrasi  keuangan. Bentuk
administrasi keuangan adalah pencatatan ke dalam buku administrasi keuaifgZn.
Buku administrasi keuangan meliputi berbagai macam bentuk.

Buku Anggaran Penerimaan

(Mndel C.1a)
Kode Anggaran Uraian / Kegiatan Jumlah (Rp) Keterangan
1 2 3 4
Jumlah
Mengetahul sekretaris Desa
Kepala Desa
Nama Nama

Penjelasan Cara pengisian:




Buku Anggaran Pengeluaran Rutin

(Model C.1.b)

Kode Anggaran

Uraian/Kegiatan

lumlah (Ro)

Ket.

Jumlah

Mengetahui
Kepala Cesa

Nama

Penjelasan Cara pengisian:

Sekretaris Desa

Nama




Buku Anggaran Pengeluaran Pembanguna

{Model C.1.c)
Kod
b Uraian/Kegialan Jumlah (Rp) Kal.
AnNppHArAn

1 2 2 -
lumiah

Mengetahu Sekretaris Desa

Kepala Desa

Nama MNama

Penjelasan Cara pengisian:




Buku Kas Uinum

Vodel .2
FENEenmaan PEnernms=an
Tanppadl |Li aig Moo Bukll |Pus/Kode Lumish [Ro) [Tangaal  Disian Noumor Bukli [Pos/Kude [Jumlal (Rp)
1 2 k] 4 L & 7 f 9 in
MIenzATan L Lekratans Desa
Kapsla Dess
Nama Nama

Penjelasan Cara pengisian:




Buhu Kas Pembanlu Pencrimuan
Rudel C3a

Nemor Fos/koca AnZgaran Jurnlalk
Tangpal  Urzlan ; : :
Bukn Ifip) | mgip) | ming) | wiyp)  wirp) | viiepy | vmirg)  vinfiia) | (gl
1 2 1 4 5 5 7 ] 3 10 11 12
Mo g oda i Skrelimic ey
Kepald Dess
Nzma Naima
Penjelasan Cara pengisian:
Buku Kis Membantu Pengeluaran
Wudel C.30
Tanggal | tieaisn MNomor : : Easiiace Arggzrar JL.I'A]-QF
Tk I{p! IR} nirp) | wirp) | winp) | vi{rp]l  wi{rp] | Mininp) IRp)
| 7 3 4 5 & 7 L3 g 1% I 12
mengetakui sekrataris Desa
k=palz Nesa

Nar =

Nsina




Penjelasan Cara pengisian:

Uurku Kas Pembantu Fembangunan

Wodel 3¢
P 5 Mamwnr Fas/Koen AnJFaren umiah
angisl | U
ks Lo Rukti | |RF 4 " :ij m (:!"'- V) [Rp] W Rl ) L71] :Il||} wll;ﬂ“] ‘.‘|"‘R'Ill :F;n]
1 2 3 4 s £ 7 8 5 12 11 12

Bt labni Sockroslim s Pein
Ko pala Dosa
MNama Nama

Penjelasan Cara pengisian:




Administrasi pembangunan, kegiatan pencatatan datan dan informasi mengenai
pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan pada buku administrasi
pembangunan. Bentuk administrasi pembangunan adalah pencatatan ke dalam
buku administrasi pembangunan. Buku administrasi pembangunan meliputi

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

berbagai macam bentuk. Adapunb

Buku Rencsna Pembangunan

(L L T vl I

b i
Mo | Mama Browek ko eplatan Ineasl i il ] - umis®  Fedaczanas Wanszat (4
Vigzrryzan Lot Frowers ok Eoia | Secduye
1 1 k| 4 5 5 7 3 D 12 b |
M eongrtihil Sekretans e
Lepale Uy

Penjelasan Cara pengisian:




Buku Kegiatan Pembangunan

IWodel &2}
Sumzer Tana hesarn Maga Gltar Ery ek
Mo | Hame Frovek/Eegivlar  Yolune : ¥ Jurrlal Waklia : v/ Prelahsurna Kel
ol h 1-terp e Kabfeuls 'h-.','.l.lJ]u Borg Ly len
] 3 E] ] 3 i 7 f 3 1% " 12 13
tengetehn Seenerans Mess

Kopala Uusd

Mam=s

Penjelasan Cara pengisian:

AT




Buku Inventaris Proyek
Model D.3

Nomor | lenis/Nama Proyek | Volume Riaya

I nkasi

Keterangan

1 2 3 4

6

Mengetahui
Kepala Desa

Nama

Penjelasan Cara pengisian:

Sekretaris Desa

Nama




Ruku Kader-Kader Pembhanguinan

Model D.A
Pendidikan
Namor Nama Umur | lenis Kelamin Hidang | Alamar KPT.
/ Kursus
Mengetahul Sekretaris Desa
KepalaDesa
Nama Nama

Penjelasan Cara pengisian:

Pada bagian berikut akan bahas mengenai administrasi permusyawaratan desa.
Berikut dengan formulir buku catatannya.

J. ADMINISTRASI PERMUSYAWARATAN DESA

Administrasi Permusyawaratan Desa, kegiatan pencatatan data dan informasi
mengenai BPD. Bentuk administrasi pembangunan adalah pencatatan ke dalam
buku administrasi Permusyawaratan Desa. Buku administrasi Permusyawaratan
Desa meliputi berbagai macam bentuk. Adapun b
Permusyawaratan Desa




Buku Data Anggote Badan Permusyawaratan Desa

[T R |
Na Nama | erghap _I.“II‘I. T'ﬁl!!flﬂ :| arlr hzama  lacatan PR isles s Kopuhsan P ssngkarar Lsan Fambrnertiin iie
Eelmsin | Terpal ol Berakici: Tunzzel T nurm
1 4 3 o 3 8 ¥ p1n) 11
Msrgetel e L Lese

Kapala Dzza
Hame

Penjelasan Cara pengisian:

Mama




Buku Data Keputusan BPD

(Mnd=l N2
rgzal dan N r
No L s Tentangz Uraien Singkat Ket.
Tanggal Nomu:
1 a4 -, o Y 13
Mengetahui Sekreteris Dess
Kepdla Desa
Mcma Namra
Penjelasan Cara pengisian:
Buku Data Keglatan BFD
Mcdel E.3
Nomor Terteng Felaksana Pokox-pokok Kegiatan Hasil Kegiatan Keteranzan
1 2 3 a 5 fi

Mergetahui
Kepala Nesa

Nama

Sekretaris Deza

Nama




Penjelasan Cara pengisian:

Duku Data Agenda DPD

Penjelasan Cara pengisian:

Mudel E44
Surst Masuk SurztKeluar
Mo |Tanggal Surct I5i Tel/ Ket
86 Fengirim  Isi Singkat I gl n.c_mar Tujuan
Nomor |Tanggal Singkat pengiriman
1 2 3 4 3 1] 7 B8 9 10
Mergetzhui Sexretaris Desa
Kepala Desa
Nama Name




Buku Ekspedisi

Model E.4b
Tanggal Tanggal dan Isi Singkat Surat yan Surat Yan
No gg g8 g Bh yang S g Keterangan
Pengiriman | Nomor Surat dikirim Dituju
1 2 3 4 B 6
Mengetahui Sekretaris Desa
Kepala Desa
Nama Nama

Penjelasan Cara pengisian:

K. ADMINISTRASI LAINNYA ( MODEL F)




Buku Cala Pensuius dai Mnpgols Lembapga Kerasydraksls1

(Mudel F1)
Peralur an Dess Jalsalan
No | Namz Lembaga Ket 1gzn
1anggAl Nomar Mam3 igliahir | Pendidikan | Agama lahatan
1 7 i} 4 5 h ] H b [4]
Buku Ferlstar Ferutahan Hak Atas Tanah
Talwn
L e g
Porgbabon Hak Ak izral Cakd banah Vorg serubal
M Igl v ¥ar lere= Ban Mo chak] luas Eatas Hatr2a o bsil Bl iy Preals Ectcranann
2 1 £ . i “nt ; o T RS PR parihaban ik |penihekanHak ="
Ferutahan [Velepsskan Mensrmaiiak  Kelas  persil Clok [Tarah| Kellling | Ro
1 2} % Fl “ 0 : + . 10 n 12 14




Rk s Ruepinde r Do P li Tanech

Tathnn
|| B
arzgal Mo
i Perual pembell Tanah g Dljue!
Jeris Luas Cate: Syvaret
LB N E SIS TTH T e Tanah -enak Taneh Hiaaip i Hf Laln vl n
iARLY) R o | AL wewl | Nawimea | Alwecil - Mz Prwsil ’
KIRIr Gl
Lonlilial
1 2 3 3 5 i 7 LS 3 10 11 1” 12 14




Rusu Registar Pengeluaran dar Panerimasn

Sural Kele anpgan
ahur
{Monel M)

Identitas Surat Atas Nsma
Digunakan| _ .
No Umur Igl B Berlaku | Keterangan
Tanggal | Na  Tentang | Nama Lahi Pekerjaan| Alamat Untik
ahlr
s 2 3 4 5 E 7 g 9 10 11
Buky Huprsior Bk o0 ale b Cona Ruyuk
ahuan
{MozEl r2g)
Susmi Istri
e B [[2PER i, [TELER vekenasr | Nams RO e R Mekanaan Wil Reteraninn
Mo Kic Umur Mo ktc Jnrur
1 F % a s [ ' % 4 " " 15 i+ i




Buku Register Ganzuan Ketentraman dan Ketertiban

Tabiun
Model | F2e )
Tanggal Kejadian Uraian Kerugian
Kejahatan(Kepolisian| Singhkat Benda
No & (Kepo : E. - Banyaknya| Banyaknya Keterangan
/Kecelakaan) Terjadinyd | Nama | Tsksiran | Korban | Korban
Bencana Alam Cll | Peristiva | parang | Harga Luka Jivsa
2 3 1 5 6 7 8




K
¥
'%dah Utara
* Sebelah Selatan

+ Sebelah Barat
* @ebelah Timur
H Ketinggian dari
permukaan laut
[ Banyaknya curah hujan
K T opografi
¥ Suhu udararata-rata
H @sbitas
+ Jarak dari Kantor K ecamatan
* |arak dari |bukota K abupaten/K ota
s |arak dari Ibukota Provinsi
e |arak dari Ibukota N egara
2gBERT AN AH AN
H Tanah KasD esa
[ Tanah yang bersertifikat
B 'ﬁah yang belum bersertifikat
3. KEPENDUDUKAN
1. Jumlah penduduk menurut :
a. Jeniskdamin

vevee ee o mm/th
W C
L Km
S KM
W Km
.. Km
e e H @
“vevenn.bugh . Ha
. buah..... ....Ha

Laki-laki HPRUPRPRPRN o] = 4]
Perempuan vt ie e e a2 OMANG
Jumlah :.................0orang
b. KepalaKeluarga :..........c.ceo oo .. KK
C. Kewarganegaraan
WNI e g
WNA PR ..gg
2. Jumlah penduduk menurut agama
a. Islam et e e . Orang
b. Kristen ! e iee ... Orang
c. Katholik ! et iee .. Orang
d. Hindu ! et e e .. Orang
e Budha et e e . Orang
3. Jumlah penduduk menurut Usia
+ 0 -ghytahun : .. orang
+ 6-12tahun ... orang
+ 12 - 15 tahun .. orang
+ 15 - 18 tahun ... orang
+ 18 - 40 tahun .. orang




* 40 - 56 tahun Dot eee v . Orang

+ 56 tahun © et eee e ... Orang

*+ 65 tahun ke atas Y orang
4. Jumlah penduduk menurut tlngkat pendidikan

+ SD Dot ee v . OraNg

+ SLTP © et eee e ... Orang

+SLTA © et eee e ... OraANg

+ Kejuruan et e .. Orang

* DIPLOMA(1,234) :............. orang

+ STRATA (1,2,3) vt ee e e, Orang
5. Jumlah penduduk menurut mata pencahanoan

+ Pedagang

. ]asa

* Pengrajin/Industri rumah tangga

* Petani

+ Buruh tani

* Nelayan

+ PNS

* Guru/D osen

+ TNI

* POLRI

Wiraswasta lainnya
4, PERAN GKAT DESA
* KepalaDesa
* Sekretaris D esa
+ Pelaksana T eknis Lapangan
U nsur K ewilayahan (D usun)

5.BADAN PERM USYAWARATAN DESA (BPD)

* Jumlah anggota BPD
* Tanggal, bulan dan tahun
Pembentukan
6.RT/RW/DUSUN
* Jumlah RT
+ Jumlah RW
+ Jumlah Dusun

7. LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Jumlah pengurus:

Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa (LPMD)
Karang Taruna

Pembinaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK)

@ Pramuka

I @EXader Pembangunan Desa (KPD)
8. PERATURAN DESA

=

B =

@ Jumlah Peraturan Desa +J—
@ Jumlah Peraturan Kepala Desa :...........

.. orang
.. orang
.. orang
.. orang

.. orang

.. orang
.. orang
.. orang

.. orang

.. orang
.. orang

.. orang
.. orang

unit
unit
unit

... orang
... orang

... orang
... orang
... orang

.... buah
.... buah




EF Jumlah Keputusan Kepala Desa
9. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
7 Jumlah wajib pajak
@ Jumlah SPPT
7 Jumlah Ketetapan (Target)
@ Jumlah Realisasi (bulan ini)

! vivisrinen... buah

R buah
:Rp.e

.orang

10. KEEEEINGAN DAN SUMBER PENDAPATAN
7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

@ Anggaran Pendapatan
7 Anggaran Pengeluaran
@ Pengeluaran Rutin
7 Pengeluaran Pembangunan
Jumlah
@ Sumber Pendapatan Desa
7 Pendapatan Asli Desa
7 Bantuan Pemerintah Daerah
@ Bantuan Pemerintah
@ Bantuan Pemerintah Provinsi
@ Sumbangan dari Pihak Ketiga
@ Pinjaman Desa
11. PEFFEBANGUNAN

tRpaii
Rpaerinns
Rp.eees
Rpeiin
'Rpai,
:Rp.
:Rp.
'Rpaiii
'Rpai,
TRp

7 Jumlah Proyek di Desa yang dibiayai oleh

@ Pemerintah Kabupaten
@ Pemerintah Provinsi
@ Pemerintah Pusat

12. KEAMANAN DESA
7 Jumlah anggota LINMAS Desa
@ Jumlah Pos Kamling
@ Jumlah Pos Polisi
@ @FJumlah Kantor Koramil /Polsek
13. PERIBADATAN
7 Jumlah Masjid
@ Jumlah Mushala
7 Jumlah Gereja
@ Jumlah Vihara
@ Jumlah Pura
14. KESEHATAN
@ Jumlah Rumah Sakit Umum

... buah

Pemerintah
@ Jumlah Rumah Sakit Umum Swasta
7 Jumlah Rumah Sakit Bersalin
@ Jumlah Puskesmas/
Puskesmas Pembantu
@ Jumlah Dokter
@ Jumlah Bidan
15. PENDIDIKAN

CJ— buah
I buah

.. buah

.... buah
... orang
... orang




@ Pendidikan Umum

7 Kelompok Bermain D e gedung, ...
....... murid
g™ i gedung, ........ gury, ... murid
@ Sekolah Dasar T gedung, ........ gury, ... murid
@ SLTP e gedung, ........ gury, ....... murid
7 SLTA Do gedung, ........ guruy, ....... murid
@ Universitas/PT O gedung, ........ guruy, ....... murid
@ Pendidikan Khusus
7 Pondok Pesantren D e gedung, ...
....... murid
@ Madrasah O gedung, ........ guruy, ....... murid
@ Sekolah Luar Biasa . gedung, ...
....... murid
7 Sarana Pendidikan
EWNon Formal e gedung, ........ guruy, ....... murid
16. OLAH RAGA, KESENIAN, KEBUDAYAAN DAN SOSIAL
@ Sarana Olah Raga ! e jENIS, L.l buah
@ Sarana Kesenian/
Kebudayaan ! j€NIS, L buah
@ Sarana Sosial ! reeeeene jENIS, L.....buah
17. PRASARANA PERHUBUNGAN
@ Jalan D jENIS, e KM
@ Jembatan buah .m
@ Terminal : buah
[ Stasiun KA Do buah
18. SARANA TRANSPORTASI
@ Jumlah kendaraan roda dua ! iviesnennn. buah
@ Jumlah kendaraan roda empat ! wnrenen. buah
19. INDUSTRI
@ Jumlah usaha industri besar Deveana] €S, buah
@ Jumlah usaha industri rumah evennj€NS, L buah
20. PARIWISATA
Jumlah sarana obyek wisata D eenn] NS, buah
21. PENGAIRAN
Jumlah sarana pengairan D evennj€NS, L buah
22. PERKEBUNAN
@ Jumlah usaha perkebunan : ...........jenis, ......... Ha
Emlah hasil usaha perkebunan SRR s o
23 PERTAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
@ Jumlahluas dan banyaknya taman : ....Ha...... ... buah
7 Jumlah sarana kebersihan ! reeeresieesieeeneeenns. Duah
24, PERIKANAN
@ Jumlah jenis usaha perikanan fveeeajenis, L...buah
@ Jumlah hasil usaha perikanan EJPRPRRIONN 14 o
25. PETERNAKAN
@ Jumlah jenis usaha peternakan e jenis, .....buah
@ Jumlah binatang ternak D e €KOT




26. KEHUTANAN

@ Luas hutan CHPURORRNRTPRRRRIN o - |

@  Jumlah jenis tanaman hutan e jENIS
27. PERTAMBANGAN

@ Jumlah jenis pertambangan bahan galian :..........jenis

@ Jumlah hasil pertambangan bahan galian: ............M3

28. PERDAGANGAN, JASA DAN KOPERASI

@ Sarana perdagangan
o Pasar Desa e buah
o Pasar Induk oo buah
o Pasar ikan Levevrsieebuah
o Pasar hewan feverseeabuah
o Supermarket/Mall Lerensennbuah
o Pertokoan fevevrsieenbuah
{7 Sarana bidang jasa
o Jumlah jenis sarana bidangjasa:................buah
Sarana Koperasi
o Jumlah jenis sarana perkoperasian:................ buah










RPJM Desa

.

'
Visi, Misi Kepala
Desa

Arah Kebijakan
Pembangunan Desa

Rencana Kegiatan
per Bidang




RPJM Dcsa

RKP Deea Il RKP Deea IV AKP Neea VI

lahun 1l

REF Desa |






















1 Penyelarasan

1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota

Proses Qutput

1.Mencata dan
memilak program
kegiatan yg akan

Kawaszn

masuk Desa
1. Mengelomaok<an
calam 4 bidang
Fl1
Rencana Program dan
Kegiatan Pemoznaunan

w32 Akan Masuk Desa




Penyelarasan Data Desa

mdisl Desa

2. pengkajian keadaan Desa -

a. penyelarasan data Desa

Proses

Data Desa

" e

Bandingkan

data desa -

kondis| desa
terkini

—s

W

e 0

Data Desa:
1.5DA F.lL.21
2.SDM F.1.2.2
3.SDPF.1L23
4.5D5B F.1.2.4

_/

i —







Penggalian Gagosan

2. pengkajian keadaan Desa -

b. penggalian gagasan masyarakat.

Potensi,
Peluang,
Masalah

Proses

Diskusi
Kelompaok

[

v

Usulan Rencana
Kegiatan:
Fl3.1.a
Fl131b
F.l3.1.c

- —

y o




2. Pengkajian Keadaan Desa

c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa

Input Proses Output

% |
Rencana Program dan
Kegiatan Pembangunan
yg Akan Masuk Desa
Data Desa:
1.5DA Fl12.1
2.5DM F.1.2.2
3.5DPF.1.2.3
4,5DSB F.1.2.4
| Usulan Rencana |

Kegiatan:
F.l.3.1,a,bc

» G Menyusun

Laporan Hasil
Pengkajian

Keadaan Desa

Lap. Hasil
.| Pengkajian
F.L41

Berita Acara

F.l4

Peryusunan Laporan
\







Permusan Rancangan RPJM Desa

3. Perumusan Rancangan RPJM Desa

Input

Proses

v

Lap. Hasil
Pengkajian
F.lL4.1

Berita Acara F.1.4

Berita Acara
F.1L5

Melakukan
perubahan jika ada
perubahan

-

Menuangkan ke

Y

dalam rancangan
RPIM Desa

El

Rancangan
RPJM Desa
F.lL6

Berita Acara
F.L7




4, Proses Penetapan RPIM Desa

Input Proses OQutput

Rancangan
RPIM Dasa
F.L6

“{ Barita Acara
r.Lz
_— —
e
o Meclaksanakan
7| proses penstapan

Peraturan Desa
RPIM Dena

Derita Acara
F.1.8

Prodes Penetapan
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| Mratanbary Ueas v
dangan BFD S
1 -
ket Lt seneaa oo {
Barita
g i e Kagiabaty 7
& E ELTEL TR
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1. Pencermatan Pagu

Proses

Pagu Indikatif

m“lﬁﬁ[‘umm &
Kep. Pemennh,
Prov, Kab/Kom
pi
'*-,..___./‘

-

Mencerman Pugu
Indikant

Formar Pagu Indskan
FL10

Pencermatan Pagu




Pemyelaasin

2. Penyelarasan Program dan keglatan

Input

Formar keeg, Pemb,
Miserk Thesn

Proses

.

Porychaasan
Pronguins dany
Kegmn

Output

Runc. RKT Desa
Shals Liskal D
Fl11

———




3. Pencermatan Ulang

Proses

RIJM Dicsa.
Usulan Keggatan
Pembanguran Desa

v

Tam Fenyusuna
RKP Desa
Pencermatan Ulang
Skala Prioenas

v

Rancangmn
RKP Desa

Pencermatan Ulang







Penyusunan Rancangan RKP Desa

Input Proses

5. Hasil 1. Hasil Kesepkatan
pencermatan Musy. 1 desa
UlsagRPIMD 1> Post Tndikasif Dot

f. Hasil Kescpakatan

ik 3. Pend Adi Do
Ketjaram Antar

Rencama Keg
7. Hasil Kescpakatan Gl Seoah
Kerjasama dgn

H. Daftar Usultn 2

Pelakssnn Kegatas™ (

Menuanghan dalium

P Format Raneangan RKT
Lesa
Rm«‘mg\m
Daftar Usulan
RKY Desy
(F.11Y)

Rencana Kigiaran
FLIZI - Prop FLIZLL
-Gb. Teknis

AR

— L2 RAH—
F.L123 — Periksa Prop.
Teknis RAB

Rancangan RKPDes:













Penyusunan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa

Input Proses Output

Rancangan
Daftar Usulan
REKP Desa (F.1.13)

Musrenbang Desa

Tentang RKP Desa

Rancangan DU RKPDesa




Distribusl RKP Do

Berita Acara
F.L14

Peraturan Desa
Tentang RKP Desa

4, Distribusi RKP Desa

Proses

h 4

Diseribusi

v

Pemerintah, Provinsi,
Kabupaten
Kora

T.A. Berikut

Informasi hasil
Musrenbang




























0950
» AKUN

» RELOMPOK

1 » |ENIS

L 1—>»0BYEK

—




Pendapatan Pendapatan

Asli Desa 1. Bagean Laba Bacar Usahs millk

Hasil Usaha Desa
1 2. Tanah Kas Desa
r 3, Bagian Labs dari Badan Kredit Desa

4. Bagian Laba dari Koperasi

Y

Hasil Aser usaha
LT Perahu
2. pasar Desa

2, Tempat Pemandian Umurm
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Rovong 4, Jaringan Irigasl
B 3_/, 5. Bangunan Desa

P E. Cbyekj Rekreasi
7. T Pe !
Lain-lain Pendaparan Asli Desa Yang Syah E T:x “::::num:
—— 4 5. Pararar/Fantal dalam bata:
_/ Pengelotaan dess
Pendapatan 1C. Laif-lain Kekaysan dess

Transfer

Transfer Pemerintah 1. luran Desa
L L 1. Dana Cesa 2. luran Tempet Penitipan kendarsan/
Sepeda/Sepeds motor

3. Hasil Swadeys dan Partisipas

Transfer Provinsi, Kab/Kota |1 pagen past pajst
7| e Retnbuy 1. Gant] Orghos setsk surit/Blangke-

blangko
ADD 2. Biaye legalsmi surat-surat
1. Alokasi Dana Desa ) 3. Baaye legaisal) wese
4, Sewa tanah ces
5. Lanr-inin pendepstan auli dess

Banwan Kenangan 1. Bantian
Keusngan Kad/Kota

w e

Pendapata
Lain-lain

L _‘?j——. Hibal dan Sumbangan Pihak Ketiga
. Lain-lain pendapatan Yang Syah

3} Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak ketiga

— ‘_!) Bantuan Perusabhaan




Belunja

i)_

—>

-®
-9

—@

Penyelenggaraan Pemerintah
1. Penghasilan Tetag

2. Operasional Kantor
3. Operasional BPD
4. Operasional RT/RW

5. dst -

Pelaksanaan Pembangunan

1. Perbalkan Saluran Irigas ]

2. Pengaspalan Jalan
3, dst

Pembinaan Kemasyarakatan
1. Pembinaan T

Kententraman dan
Ketertibar
2. dst =
Pemberdiayaan Masyarakat
1. Pelatihan Kepaia desa
dan  Perangkat
Desa

2.dst

Belanja Tidak terduga

2.dst

1. Kegiatan Luar Biasa ]

1.

M-
2. B. Barang dan jasa

B. Pegawai

3. B. Modal

R
2.B.Barang dan Jasa
. B.Modal

(1)

A

. B.Barang dan jasa

N
=
=
&
]
e
(=Y
o
=2
=
2

8. ..

.

2. B.Barang dan jasa
| [—

~N QLW Bk ke

1. Belanja Pegawai;

1. Penghasilan Tetap Kepala
desa dan Perangkat

2. Tunjangan Kepala desa dan
perangkat

3. Tunjangan BPC

2. B.Barang dan jasa;
. Alat Tulis Kantor

. Benda pos

. Bahan/material

. Pemeliharaan

. Cetak/Penggandaan

. Sewa Kantor Dese

. Sewa Perlengkapan
dan Peralatan Kantor

. Makanan dar
minuman
Dst...

[

4. B.Modal;

1. Belanja Semen

2. Belanja pasit
Dst.




Pembiayaan

3-/3_

—>2//

Penerimaan Pembiayaan

1. 5ILPA
2. Pencalran Dana Cadangan
3. Hasll Kekayaan Desa Yang Dipisahkar

Pengeluaran Pembiayaan

1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Penyertaan Modal
















155
















111













Sistem Dan Prosedur Perencanaan-Penyusunan APB Desa

- Camat
Sekretaris Desa Kepala Desa BPD (sebutan Lair) Bupat/Walikota

fiarcangan Rancangan RANCangan
AP Desa FRrETUraN TIE AR PRFATUTAN T APH FATATUTaN Desa TIg
1 Des > Des
Menyampaii
A RAACANgan
nl:'l::'hul Manin ket Froses Pembanesan Peraturar hasi Evaluas
angan "w' .'p' RANCENgan Desa (g AFE Rancangan
Feraturan " FRraTUran Desa g Desa s
Peraturan Desa AFS Desa "
Desa g p—— APE Dese bersama
APE Desa Kepaln Desa

3 A

Rancangan
PRFATUTAN DS 1T

Y A 4

HANCRNERN HARCAngan APE Des
FRIFTUISN T APY PRFATUran Mg AFH
Desn Dew
v Rancangan
Peraturan Des
fiarcangan TIE At Uesd
PFRATUraN TIE AFY Seuuail
Desa

Haul Evassas
Warcangan Al
Desa

Prosas penyampaian
kepsds Bupeti/
Walikota melalul
Camat atau sebutan
Iain **

Peraturan g APS
Desa

Hasil Evaiuasi
TRNCANgan AFEDesA

Pelgisansan

Panyusunan APB0esa

REF Desa. Rencans Kerjs Permerintsh Desw

s i Paling Lambet bulan Dktcber tabun becjsler

" : Paling Larmdbe! 3|UgA| hari sejek cioepaketi urhak devaluasi
wew Pafing lama 2C jéue puluh]har bede sejk ditarima







































































































Tahnp Pelak Kegiatan Pembangunan Dese
Rapst Corjn dengan Perneriksaan Perubabar Pengelolsan mdusn | PEfyUSInan Lag. Hasil Misyaaacsh - Pelestaran dar
Pelaksans egistan Kegatar Pelaksanaan & penywlesamr Pedsk, Koy isrpgurgiawsh beg. pemarfaatsn hasi
( Mid ) Wia Mid
| R wu |Q— eV e | LETE FRE SR | | PEELL L | wry | | WA |
[T T
=] | [ | [ =
Mk Eraapaw e g e
L—— LBy botel
"
il A renrrar
l N i Al
1 FevrEpe e L
| e | - e el
P W gy WLRAR Ulﬂ‘l;ﬂ-
l B il [Se————" PrunEs D——
(ST Hn::‘l- L
- L ME TR L an
R - Mo b g
L. L]
Tahas | = N l
LR
Tang 0= N
LA Taiian
l i, ey
lpuaame L. ek ) s bl
PTLARI A g pea
Lo BTN PN
ik
.

8 0

LAV AR
BT g T

[ CE Er T
U

1, PN E B
Lt T
BT T
Bedine bagldan

L L




Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Keuangan

Pelaksana Kegiatan

Sekretaris Desa

Kepala Desa

Bendahara

Penyedia barang/lasa

Pelsksarman Keusngan

Parencanaan

Mengajukan

J

P

Mengajukan
pendsnser
untul
meaksanakan

negiatar

Surat Permintasn
Permboysran

PROVyalaar

Tanggungieaah
Belanjn

Fendanaar HRENCAra ANGEaran HEMCAra ANGEarar
untuk HiayE By
Melaksanakan
Kegiatan
h
Wml‘rs!ﬂr ne
Verifikas
Rencara Anggarar
Buku Pembantu Kas Beays
v v
Surat Permintaan
RENcara Anggarar Fercara Anggarar
[ Byl Pembayerar
FRITyaRAT
Targgungjeaab
Belanja
Bukt Transaks
Proses Tindakar
pargeiusan yg
meryshabian
bebsn anggaran
beiara kegist
ar kegister [——

Surat Permintaen
Barnd

pRemIntaRT
pembayaran

A4

PRINRTARE
Tanggungirwet
Beinnjn

Bukti Transaks

Surat Permintaan
Pembaysrar

Farmyataar
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Desa Medina Kecamatan Mulya Sejahtera
TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Nomor: 001/1/TBP/ 2015

Bendahara Penerimaan
Telah menerima uang sebesar
Terbilang
dari Nama
Alamat
Sebagai pembayaran

Dengan rincian

Tanggal diterima uang

Mengetahui,
Bendahara Penerimaan

(Tanda tangan)

Waty, SE
NIP.123456700

Waty, SE
Rp 375.000.000

Tiga Ratus tujuhpuluh lima ribu rupiah

Syukri

Jalan arba'in no 1 desa medina

Bagian Laba

Kode Rekening *) Jumiah (Rp.)

1.1.1.1.01 Rp 250,000,000
1.1.1.1.01 Rp 75,000,000
1.1.1.1.01 Rp 50,000,000

1/1/2015

Pembayar/ Penyetor
(Tanda tangan)

Syukri SE)




Desa Medina Kecamatan Mulya Sejahtera
TANDA BUKTI PEMBAYARAN
Nomor: 002/1/TBP/ 2015

f.

Bendahara Penerimaan : SE
Telah menerima uang sebesar * Rp17.500.000
Terbilang -  Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah
Dari Nama * Budi
Alamat * Jalan arba'in no 2 desa medina
Sebagai pembayaran *  Hasil Pengelolaan Aset
Dengan Rincian _:
Kode Rekening
*) Jumlah (Rp.)
1.1.2.1.01 Rp 5,000,000
1.1.2.1.02 Rp 7,500,000
1.1.2.1.03 Rp 5,000,000
Jumlah Rp 17,500,000
Tanggal diterima uang : 4/1/2015
Mengetahui,
Bendahara Penerimaan Pembayar/ Penyetor
(Tanda tangan) (Tanda tangan)
Waty, SE Budi

NIP.123456700




Desa Medina Kecamatan Mulya Sejahtera
TANDA BUKTI PEMBAYARAN
Nomor: 003/1/TBP/ 2015

Bendahara Penerimaan
Telah menerima uang sebesar
Terbilang
Dari Nama
Alamat
Sebagai pembayaran

Dengan Rincian

Tanggal diterima uang

Mengetahui,
Bendahara Penerimaan

(Tanda tangan)

Waty, SE
NIP.123456700

Waty, SE

2.100.000

Dua juta Seratus Ribu Rupiah
Ikhwan

Jalan shofa no 3 desa medina

Hasil Kerja Swadaya, partisipasi

I Kode Rekening
*) Jumlah (Rp.)
1.1.4.1.01 Rp 1,000,000
1.1.4.1.02 Rp 1,100,000
Jumlah Rp 2,100,000
6/1/2015

Pembayar/ Penyetor
(Tanda tangan)

Ikhwan




Desa Medina Kecamatan Mulya Sejahtera

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
Nomor: 004/1/TBP/ 2015

f.

Bendahara Penerimaan
Telah menerima uang sebesar
Terbilang
Dari Nama
Alamat
Sebagai pembayaran

Dengan Rincian

Tanggal diterima uang

Mengetahui,
Bendahara Penerimaan

(Tanda tangan)

Waty, SE
NIP.123456700

Waty, SE

Rp300,000,000

Tiga ratus juta rupiahk

Anwar

Jalan Marwa no 4 desa medina

Dana Desa
I Kode Rekening
*) Jumlah (Rp.)
1.2.1.1.01 Rp 1,000,000
Jumlah Rp 1,000,000
8/1/2015

Pembayar/ Penyetor
(Tanda tangan)

Anwar




Desa Medina Kecamatan Mulya Sejahtera
TANDA BUKTI PEMBAYARAN
Nomor: 005/1/TBP/ 2015

f.

Bendahara Penerimaan
Telah menerima uang sebesar
Terbilang
Dari Nama
Alamat
Sebagai pembayaran

Dengan Rincian

Tanggal diterima uang

Mengetahui,
Bendahara Penerimaan

(Tanda tangan)

Waty, SE
NIP.123456700

Waty, SE

Rp200,000,000

Dua ratus juta rupiah

Ibrahim

Jalan bukit Uhud no 5 desa medina

Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten

Kode Rekening

*) Jumlah (Rp.)
1.2.2.1.01 Rp 200,000,000
Jumlah Rp 200,000,000
10/1/2015

Pembayar/ Penyetor
(Tanda tangan)

Ibrahim




Desa Medina Kecamatan Mulya Sejahtera
TANDA BUKTI PEMBAYARAN
Nomor: 006/1/TBP/ 2015

f.

Bendahara Penerimaan
Telah menerima uang sebesar
Terbilang
Dari Nama
Alamat
Sebagai pembayaran

Dengan Rincian

Tanggal diterima uang

Mengetahui,
Bendahara Penerimaan

(Tanda tangan)

Waty, SE
NIP.123456700

Waty, SE

Rp20,000,000

Dua puluh juta rupiah

Aswad

Jalan bukit Uhud no 6 desa medina
Bantuan Keuangan Kabupaten

I Kode Rekening
*) Jumlah (Rp.)
1.2.5.1.01 Rp 20,000,000
Jumlah Rp 20,000,000
12/1/2015

Pembayar/ Penyetor
(Tanda tangan)

Aswad




Desa Medina Kecamatan Mulya Sejahtera
TANDA BUKTI PEMBAYARAN
Nomor: 007/1/TBP/ 2015

f.

Bendahara Penerimaan
Telah menerima uang sebesar
Terbilang
Dari Nama
Alamat
Sebagai pembayaran

Dengan Rincian

Tanggal diterima uang

Mengetahui,
Bendahara Penerimaan

(Tanda tangan)

Waty, SE
NIP.123456700

Waty, SE

Rp20,000,000

Dua puluh juta rupiah

Mukmin

Jalan bukit Marwa no 7 desa medina

Bantuan Perusahaan

Kode Rekening

*) Jumlah (Rp.)
1.2.5.1.01 Rp 20,000,000
Jumlah Rp 20,000,000
14/1/2015

Pembayar/ Penyetor
(Tanda tangan)

Mukmin
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Sistem Dan Prosedur Penyusunan dan Penetapan Laporan Keuangan Des:

Fesvusunan Lapotan Keuangan Deda

Bendahara Desa Sekeretaris Desa Kepala Desa Camat/Sebutan lair | Bupati/Walikota
Penstaysanaar
LApOran Semeste)/ Laporan Semestey/ Laporan Semestey’ Laporan Semestes/
Uakumen sumees Tahunan Tshunan Tahunan Tshirian
Membual Mergevalun
Harcangar Marniriks Ernenetagien
Laparsn Laporan Laparan Laparan
semend e ! e
Tahunan ' Tahunan
Y Y ¥ \ 4 Y
Laporan semeste/ mo';: ::? ef Laporan Semeste/ Laporan Semestey’ Laporan Semestes/
Tahuraan Tahunan Tahunan Tahunan

Prertangungiswaben







Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Sekretaris Desa Kepala Desa Camat/Sebutan Lain | Bupati/Walikota Masyarakat

Felaporan

Dokume Sumber Lap.. Lap.. Lap.. Lap..
Laporan Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
. Realisasi Pelaksanaan Realisasi Pelaksanaan Realisasi Pelaksanaan Realisasi Pelaksanaan
Pertangg ungjawaban
APB Desa APB Desa APB Desa APB Desa
Laporan Laporan Laporan Laporan
Pertangzungjawaban Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Laporan Kekayaan Laporan Kekayaan Laporan Kekayaan Laporan Kekayaan
Membuat Wilik Desa Milik Desa Milik Desa Milik Desa
Draft Lap
Pertanggungjwah Laparan Program Laporan Program Laporan Program Laporan Program
an Realisasi Pemerintah dan Pemerintah dan Pemerintah dan Pemerintah dan
Pelaksanaan Pemerintah Daersh Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
APB Desa

Y
Lzp. ) ] ;
Pertangg ungjawaban Memeriksa dan Memeriksa dan Memeriksa dan selesai
Realisas] Pelaksanaan menyampaikan menyampaikan menyampaikan
APE Desa laporan Lap. Lap.
pertanggungjawa Pertanggungjawa Pertanggungjawa
Lapaoran ban Realisasi ban Realisasi ban Realisasi
Pertanggungjawaban Pelaskanzan APB Pelaskanaan APB Pelaskanaan APB
Realisasi Desa Desa Desa
Laporan Kekayaan
Milik Desa P
Lap. Lap. Lap.
Laporan Program Pertanggung jawaban Pe rtanggungjawaban Pertanggungjawaban
Pemerintah dan Realisasi Pelaksanaan Realisasi Pelaksanaan Realisasi Pelaksanaan
Pemerintah Daerzh APB Desa APB Desa APB Desa
Laparan Lapaoran Laporan
Pertangzungjawaban Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Realisasi Realisasi Realisasi
Laparan Kekayaan Laporan Kekayaan Laporan Kekayaan
Milik Desa Milik Desa Milik Desa
Laporan Program Laporan Program Laporan Program
Pemerintzh dan Pemerintah dan Pemerintah dan

Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

Pertarggurgiawsben Kevargan Dess
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TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN .....ccooiiinnnns

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...,

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten
........ Nomor ... Tahun ... tentang ................., Kepala Desa wajib
menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
........................... Tahun Anggaran;

—

Mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

ksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana ]ma Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran




Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ............ Tahun ........ tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten .......... NOMOT ..covvveennns Tahun ........ tentang
....................... (Lembaran daerah Kabupaten .................. Tahun ............
Nomor ..... );

6 Dst....

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .......ccooeeeias

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  RANCANGAN PERATURAN DESA ... TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ...
TAHUN  ANGGARAN  20........ MENJADI PERATURAN DESA
........................... TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA ...coociiiiiiiiiiiiiens TAHUN ANGGARAN 20........
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa Rp.oiiiiiiiiiiiee
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.iiiiiiiiiiie e
b. Bidang Pembangunan RP i e
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan RP i e
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat RP e iieieiiii e e
e. Bidang Tak Terduga RD:oiieiiiiiiiieiieiieee,
Jumlah Belanja |4 T
Surplus/Defisit RP i ceeeee e
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan RD. e,
Selisih Pembiayaan (a-b) 245 T,
Pasal 2

m]ian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:




1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran

2. Lampiran II  : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam
Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di ...........c....
Pada tanggal .................

KEPALADESA ..o

































































































BENDAHARA DESA

Wajib NPWT

Mengisi Formmulir




Oraung Pribadi
Schubungan: Sewa
Pckerjaan Pembelian Jasa Obyck-Obyck
Janntan Barang (aelnin Ohyek PPh Final
Hian 21)

Kegiatan




Penyerahan

Jnsa Kena Pajak

Ph Neto - PTKP

Ph Bruto - PTKP

Ph Bruto - 300 Rb

Ph Bruto (>3jt s.d 8,2jt) -
PTKP Harian

Ph Bruto (>8 2jt) - PTKP

Masih Berlaku PP 149 Th
2000

Ph Neto PTKP

50% x (Ph Bruto-PTKP
bulanan) Kumulatif

50% x Ph Bruto Kumulatif

50% x Ph Bruto

Ph Bruto Kumulatif

Ph Bruto
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Upah Harian Atau Rata — Rata Upah Harian

Lebih dari Rp. 300.000 -

6
Tidak Lebih dari Rp. 300.000,-

[ Dikurangi R|p. 300.000.- ]

Dipotong PPh Tarif 5%

[ Tidak Dipotong PPh Pasal 21







Atas Penghasilan Berupa Upah Harian, Mingguan,
Satuan, Borongan, dan Uang Saku Harian

"

[ Dibayar Bulanan ]

"

[ Dikurangi PTKP Sebulan ]

.

[ PKP Sebulan

"

PKP Disetahunkan

ika WP Tidak Memiliki
- X

PWP maka Tarifnya 20%
Lebih Tinggi

Tarif PPh Psl 17

.

[ PPh Setahun ]

"

[ PPh Sebulan ]
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Uang Saku, Uang Representasi
Honorari

Dipotong PPh Pasal 21 Dengan Tarif Pasal 17 ayat (1)
Huruf a Dari Jumlah Penghasilan Bruto Untuk Setiap
Kali Pembayaran Yang Bersifat Utuh dan Tidak Dipecah







[ Menerima Imbalan Berupa

[ Menerima Imbalan Berupa ]

anotong PPh Psl 21 dengan Tarif Psl 17

ayat (1) Huruf a dari Dasar Pengenaan _

& Pemotongan PPh Psl 21 [

* Syaratnya Bukan Pegawai, Harus
memiliki NPWP & Tidak menerima
Sumber Penghasilan Lainnya
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DEPARTEMEN KEUANGANEL N E
: T T BAIAE SURAT SETORAN PAJAK ok anp WP
AEELLS EANTOE PELAYANAN PAME

(SSP)

L st drngae e P @ g | gl g 8

g O ) O
NAMA WP : '
ALAMAT

MAP Fode Jezs Pk Kode Jezi Seoon :

1) S ) [

Mata Pajak Tabun
Jam | Feb | Mar | Apr | Msi | Jum | Jul | Agpr | Sep | Okt | Nep | Des

Pt il iy pats o s boam Mot ol Sy sy e ik

T e wn g

Nomorkewetspas - | | | [ [ [ [ f [ J/f T |/ []

e ; ETF, SKPUN SPERT

Jumlab Peabavaras Tehuazg
Duibmpmegtbpet |

Dutvrns cieh Kantor Penenm Pembavaran Wb Pajak Penvetsr

[EFRp T — B

o

Ruang Vabdaea Kamtor Penerizns Peasbavaran

o Tt Fu e e e

2030
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I ..
o

[ Bendahara Desa ]

SSP

e T
- =
e |

[ Wajib Pajak Rekanan

EPP Melalui KPPN

-

KPP sbg Lampiran SPT Masa
Bendahara

-

~

Kantor Penerima Pembayaran
( Bank Persepsi, Kantor Pos dan
Giro)

Pemungut PPh Pasal 22




Pelaporan PPh Pasal 22

- =

SPT Masa
F.1.1.32.02

- L

Ke KPP/KP2KP

Selambat-lambatnya 14
hari setelah bulan Takwim
berakhir

Jika Jatuh pada hari libur

L pada hari kerja berikutnya )




DEPARTEMEN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA 1 sP1 Normat
HERAL PAJAK PENGMASILAN PASAL 22 [ sPT Pembetulan Ke.
CIRERTORAT Farmide i digunakan untuk melaparkan P t: Masa Pajak
SRR A Paak Penghasian Pasal 22 I' T/ T I T1
BAGIAN A IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WANIS PAIAK
1 NPWP
2 Nama z
3 Alamat

- m 5 ¥
1 Badan Usaha Industn/ERspoite 411122100

2 Penpuaian B g yang ergolong Sangatl M. LARRFFI L]
3 P B g Oy B b Badan

Tormantu ¥ang Detunjuk 4111221100
4 Nila Impor Bank Devina/Tamen Beg dan Cubad®)

a AP 4101220000

b Non AP 41032100
5 Hani Lslang (Do Bea dan Cubai) 41112200
e — I

Sedan Pertarina

» SPBLAgenPemyalur (Final) 41112401

b Pihak tamn (Tetak Final) 411122100
T 3

S —1

Terbilang
R T

BAGIAN C. LAMPIRAN

1BWM‘SMMMF-#R(MWMDHH.“ Badan T Yang Deisnguh dan
FPartaminaBadan Usaha sslan Penamina)
2] snsmp-pnummmmmmwnmm lemibar
(Khausus untuk Bank Devisa, B, Tertentu Yang Ditunjuk dan Pe Sedain Pertamna)
!C[ SEP yang deetor oleh Femungut Paak setanyak lembar
Khaisus wniuk Badan Ussha IndusiniE b sports Teemu, e Ty

4[] Danar Buks Pamangutan PP Pasal 22 (Khusus situl Badan Usaha Industidimpontic Tenants dan Ditjen Bea dan Culis)
5 1:[ Bukt Pamunguian PPH Pasal 27 (Khusus untul Badan Usaha ndustVElspons Terents dan Diljen Bea dan Cubai)

& [] Dafar nncan penjuatan dan retur penjuatan (dalam hal ada penjuaian retur)

7 [] mmatah imiang (datam hal pelaksanaan istang)

8 [ ] Swat Kuasa Kiumas

BAGIAN . PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

ety an Y
MNWManmmnMIaﬂvﬂw“ma SPT Masa Daenma

hukan di atas b La ya adalah benar lenghap dan jetas Langsung dan WF
| Tremunaur PASAK/PMPINAN [ |wuasa wass pasax Melais Pos.
Nama EEEEEEE | E | {2]o0] |
NPWP - R jtangger tutan tatvn I
Tandas Tongan & Cap Tanggal 2|10 [Tanda Tangan

mtnn Lawmgprnay 81 Pos atoa s Dirwictin m-mu-—mmnn




DAFTAR BUKTI PEMUNGUTAN
PPh PASAL 22

i

lssszauruzzusaﬁxuquurvi

SUMLAR
[ IPemumcat pasmmemmman | |Kuasa wAst PAJAK Tanggal I Y )
NEWE = Tanda Tangan & Cap

u.!”“

g e 8 W e s Dt Smesben o 3 00 _-‘.mﬁ




TEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDOME S1A
IREXTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

@& -

< T O 22 W D O R

(. YO (1 TV () 00 ) O O O O O 0 O O O

LT -CED-CE D )-E1- O] -1

b1l

Pemungut Pajak,

COO-C 1 CITF O CECF O

LL LR PUR LU W g g ug yyl

NPWP :

Nama

Tanda Tangan, Nama dan Cap

Perhatian

1 Jumiah PPh Pasal 22 yang dipungut di atas

yang reoutang Witk tahus pagak yang
bersanghutan Simpaniah Bukll Pemungutan
i Dad-Dad untuk dperhmunghan sebagal
hredit pajak dalam Surat Pembertahuan

(SPT) Tahunan PPh

mmawnm
2 Bukb Pemungutan in danggap 33h apabda

deii dengan lenghap dan benae

Lt an) 103 Pev gt an Diradii JSerscer ol " agah Mooy PESLALVP 000D

F.1.1.33.04




Bendahara Desa

Yang Melakukan Pembayaran
Atas Objek PPh Pasal 23
[ Memotong PPh Pasal 23 \







JUMLAH BRUTO ADALAH SELURUH JUMLAH
PENGHASILAN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK
APAPUN YANG ARKAN, DISEDIAKAN UNTUK
DIBAYARKAN ATAU TELAH JATUH TEMPO
PEMBAYARANNYA OLEH BADAN PEMERINTAH, SUBJEK

KEG

PEMBAYARAN GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN &
PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNG AN DENGAN
PEKERJAAN YG DIBAYARKAN OLEH WP PENYEDIA TENAGA
KERJA KEPADA TENAGA KERJA YG MELAKUKAN
PEKERJAAN, BERDASARKAN KONTRAK DGN PENGGUNA
JASA (HARUS DIBUKTIKAN DGN KONTRAK DAN DAFTAR
PEMBAYARAN GAJI DSB);

PEMBAYARAN ATAS PENGADAAN/PEMBELIAN BARANG
ATAU MATERIAL (HARUS DIBUKTIKAN DGN FAKTUR
PEMBELIAN);

PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA (SBG PERANTARA)
UTK SELANJUTNYA DIBAYARKAN KEPADA PIHAK KETIGA
(HARUS DIBUKTIKAN DGN FAKTUR TAGIHAN DARI PIHAK
KETIGA DISERTAI PERJANJIAN TERTULIS ).

PEMBAYARAN PENGGANTIAN BIAYA (REIMBURSEMENT)
YAITU PENGGANTIAN PEMBAYARAN SEBESAR JUMLAH YG
NYATA-NYATA TELAH DIBAYARKAN OLEH PIHAK KEDUA
KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN FAKTUR DGN
TAGIHAN ATAU BUKTI PEMBAYARAN DARI PIHAK KEDUA
KE PIHAK KETIGA



















DEPAITEMEN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT] MASA ST Honmal

EAMANGAN L PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAL PASAL 26 SPT Pembetutan e
AN TORAT Formulir s digunakan untuk mesaporkan Pemolongan Masa P

JENDERAL PAJAK Pajak Penghumitan Passl 23 donvatou Pasal 26 111

BAGIAN A IDENTITAS PEMOTONG PASACWARE PAJAK

Divwaclesry ‘] 411124001

1
2 Banga **) 41112002
3 Royal ATV
4 Hadiah dan penghargaan Aranen
5 Sewa Penghasdan ke sshubungan dengan penggunaan harta ***) | 471124700
& Jasa Tekmk Jasa Manaermen, Jasa Konsultans doan jaea Lan sesum
dengan PHK J4AUPMK V20008
8 Jass Tehnk 411 13a04
b Jasa Manapmen AN ITAN04
€ Jass Konslan 41110404
d dasatan ) S [S—————
N
)
3
T
TR —
T

1 Dwwaesn A1 IT

2 Bunga arnIroes

1 Royah 41112700

4 Sewa dan Per lawn sehubungan penggunaan harta | 4111277100

5 L QAN Jasa Pk i AT112TH04

€ Haduh dan penghargaan A1 3100

T Paroaty dien pemibayarn beiksls 41102700

B Prem swap dan transaks ndung nda 11270

L I AR 4 (v 41142700

10 Penpualan harta & Indonesa AV IITIDD

11 Prafve s el s s ANITHED

12 Penghasian dan pengakhan saham A11IITINGD

13 Panghumsilan Kera Pagek BLIT setelah pagb A1 1IITHES

A =]
—%ﬂw’ml_-mm
)

" Tisek m——rge - or T Apatse srmeg aras st MR mete—an
BAGIAN € LAMPIRAN
R S — e

1 [ ] SurstSetoran Pagak: [ | lemhar 4[| Surat Kussa Khusus

2 [] Datar Bu Pumotongan P Pasal 23 dantata Passl 26 5[] Legalisas: to Surat K Doorranit yaang sty
3 [ ] Buks Pemotongan PPh Pasal 23 beriaky, dalam hal PPh FPasal 26 déwting berdasarkan tard

danéatau Pasal 76 | letrtsar Prerjarpan Perghwdan Pagh Bergards (P38)

BAGIAN [ PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN
Diengan meryadan sepenufnym shan segaia akibatrrya beemasuk sanks- sanbs sesu dongan ketenhuan le‘_m
peruriang-undsngan - s merpatakan hotves 3pa yang Yelsh wya bertahukan i e et Moy Difestirma

b

h-w-m::u- . lerghap dan el : Lasgmorsg o W
[Dnamompm [CImunsa wass pasax | Melaks Pos
N-v-llllillllllIill[lllllllll S0 T
s T et N s e O 5 |tangpal| buden tatin
Tanda Tangan & Cap Tanggal 1 anda Tangan

1
{orpge] butan | tahun |
W T




— —
DEFARTEMEN
KEUAMGAN BL DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN Masa Pajak
A PPh PASAL 23 DANATAU PASAL 26 R Eﬁjﬂ
FENOTRAL PALAK
Mo
I
10
1
12
13
1=
15
16
7
"
19
1)
=
JUMLAH
B. PPH PASAL 26
1
2
3
4
5
&
7
-
9
10
11
12
12
“
15
JUMLAH
[ Jremorons [ Jruasa wass Pasax Tanggal | I T2Tel T |
NoWe [ ] Tands Tangsn & Cap

H.Lﬂ.m Ly ars ¥ 3 Pt atunan Dewtus Jumaberal Fajsh Mowsas FER S3F 52009




Dasar Hukum







Tarif dan Dasar Pengenaan PPh Usaha Esa

Konstruksi

Jasa
Pelaksana Pengawasan

a2 a0 1 12 B

Imabalan Jasa
Konstruksi

Jasa
Perencanaan &

Yang memiliki
kualifik asi
usaha kecil

2%

Yang tidak Yang memiliki Yang memiliki Yang tidak
memiliki kualifik asi usaha kualifikasi memiliki
kualifik asi menengah atau usaha kualifikasi usaha
usaha kualifikasi besar
4% 3% 6% 4%

Dari jumlah pembayaran atau jumlah
penerimaan yang merupakan bagian
nilai Kontrak tidak termasuk PPN
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Penghasilan dari Persewaan

Tanah dan/atau Bangunan

[ Dasar Hukum }

— v

(= (=

|

Pemerintah Pajak
PP No 29 KEP-50/PJ/1996
Tahun 1996 jo. 394;’KM /1994
i KEP-227 2002
PP No 5 Tahun jo. PJ/200

120/KMK.03/2002

2002




OBJEK PPH

Penghasilan yang
diterima/diperoleh

[ Orang Pribadi ] [ Badan ]

*Tanah *Kondominium

*Rumah *(Gedung Perkantoran/ pertemuan
/pertokoan termasuk bagiannya

*Rumah Susun *Rumah Kantor

*Apartemen *Gedung dan Bangunan Industri

*Toko
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—
DEPARTEMEN SURAT PEMBERITAHUAM (SPT) MASA SPT Mormad
KEUANGAN A PAJAK muu FINAL PASAL aawu (] SPT Pambetuisn Me.
(HHEKTORAT Formube i digs — Masa
SEMDERAL PAJAK mwmm&mm I_I_lli_’r.‘#_l_[
BAGIAN A IDENTITAS PEMOTONG PAJAKWANS PAJAK
1 NPWP

¥} Yang deermnpatian di Luar Negen 411128404
b Deskonto Sartifiar Bank indonasia 4111260402
€ Jass Geo 4111280404
2 Trasaks Penjusian Saham
a  Saham Pandin 4111280308
b Bukan Saham Perdin 4111280406
3 Bungaeskonto Obligas dan Surat Berharga Negarn 4111280806
4 Hadiah Urachan 411 1280305
6 Perssacaan Tanah daratau Banguran
a  Pemewa sebaga Pematong Paak 4111268:403
b Orang PribadeBadan yang Menyeior Serdn PFh 417128903
& Jona Korsirukes
a Pemencana Konsrulos
1) Penggrra Jass ssluage Pemotong PPh 411128405
) Ponyeda Jasa yang Men Serstm PPN A1) 128408
b Peiknans Konstruls
1) Pergguna Jass sebage Pemotong PPh S11128909
2} Penysda Jasa yang Menyetor Sendin PPh A1 1280409
€ Pengiwas Konsmuks
1) Penggura Jass ssbags Pemolong PFPh 4111280809
2} Pemveda lasa yang Mevyetor Serdin PP A1 1280
7 Waygts Pagak yang Uinaha Pokokmya Metahuhan Pengaliban
Hak atas TanahBiangunan 411128002
B Bunga Sumpanan yang Dby ler, hopats
Anggota Waph Papak Orang Prbad 4111280817
@ Transaks Denyatit Derupa Kontrak Bonangka yvang
[wpsiclagpaeugh s B Bhrsa 4111780418
10. Dividen yarg DiterimadOpercieh Wapb Paak Orang Prisad:
Dratarn Neogeti 411128419

11 Penghasian Terksnty Lareys
»
B
€

B
(=

t Sural Seforan Pajah | | tembar

2 Diaftar Bukh Permctongan®emungutan PEh Fewal Passl 4 ayat ()

3 Bukii Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal dayat (). [ | et

4 Surat Kuasa Khusus.

BAGUN D PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

SN —] |

W.mm loaruphngs hoaty ek Langaunsg dan W
I JremovonG PaisPmemAN [ muasa wiann Pasax E Meiaius Poa

Nama B E [ R 0E = = = TR EI | | 12]o] |
NPWP {tanggal| ouian tanun

Tanda Tangan & Cap T_awd | i | | iZIU! 1 1 Tanda Tangan

w Taampe =




WEUANGAN HI DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN Masa P.
DIREKTORAT PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) |:|:| 1 Dﬁ.:‘[:]

JENDERAL PAJAK

mlelgle|e|<o|e| sfw|w]=

-
ol

-

-
[

&

23

HEAEEAEBREEBANEBEEBEEEEBE

JUMLAH
[ Jpemoronc [ Jruasa wasis pasax Tanggd [ | | | 1210] | |
v | [ 1T 1 1 1] I I 11 | i O T i P edn] e |
ewe | | LITT CLTH CI-L L Tanda Tangan & Cap
a. 1.32.06 L snnugaermm | 3 Paratisran Drrmics bossier 3l Pacah Biasrecs PUR- uru-u




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

"

[ R L ]

i g
Lo bl b farnor Pidenar Mok

[ T e ]

NPWP - . -

Alamat

Lokasi Tanah dan

atau Bangunan

|
|

F11.5312

Tanda Tangan. Nama dan Cap




BARANG KENA PAJAK
Barang berwujud Barang tidak
berwujud
Sifat hukumnya
z ‘l;arang bergerak, Yang Dikenakan
an
PPN

> Barang tidak

bergerak
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> o
Saat Pembayaran (leh Bendaharn
Kepnda PKP REkanan

Dasar Pamungutan

Pembayaran Olch Beodahara
TFermzsak PPo dan Atau P'Pn BM

-é: ~

- : {  comos )
Tidak Teutang PPN BM & '

s

i

PPn yang dipungut 1110

=L

Duwr anngul.un

Rekanan Menyampaikan Tagihan Kepada Bencahara

<+

__ Faktur Pajuk
Ssp

(27 Fakur Pajak

3 Faktar Pajek
Disi Oleh can Atas Nama Rekanan

KPP
Arsip PKP Rekanar




PPN/PPn BM YANG DIPUNGUT
BENDAITARA

—_

ko

Ssp

Arasan Bendlam

3 Armip Honda-ra *

/7 SELAMBAT-LAMBATNYA

PKP Rekunan

KI'* Mclalaui Bank/Pos

Lampirar: SPT Masa PPN

Bank Persepsi/POS dan Giro

KFF czngar di ampirin FP lembar ke-

+) DALAM HAL PEMUNGUT PPN.PPa BM
ADALAH FHRHT)A'I'IA'RA PFMERINTAY
WSAT. LEMDAR KE-2 ADALAIL ARSIP
BENDAHARA

MLAM HAL AKHIR AU AN AERIKUTNY A
SETELAIL MASA FAIAK BLERAKILIJA UL

| AKHIE BULAN BERIKL INYA PADA HARI LIBUR PELAPORAN
“"SETELAH MAS A PAJAK BERAKHIR A DILAKLKAN PADA HARI KERIA

b < _ BERIKUTNYA
DALAM HAL HBANK PEMERINFAH AIAL HANK PEMBANGUNAN DAERAH BERIINDAK
SEBAGAI "

EASIR' DAR|I BENDAHARAWAN PEMERINTAH (MIS: PROYEK INPRES) MAKA
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